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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR. 7 TAHUN 20049
TENTANG

POKOX- POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o= T BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan keifertiban, tansparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan dan
memantapkan pelaksanaan fungsi pelayanan umum pemerintah daerah
guna mewnjudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu peraturan
perunidang-undangan pengelelaan kenangan yang mengikat seluruh pejabat
atan pihak terkaii dalam pengelolaan keuangan dacrah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam hurnf a,
serta scbagai pelaksanaan ketentnan Pasal 151 ayat {1} Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007,
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerzh ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
. Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai
Tinur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah dinbah
dengan Undang-Undang Neomor 7 Tahun 2000 teniang Perubahan atas
Undang-Undang Nemor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000
Montor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962)

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tarmbahan Lembaran Negara
Nemor 428683 ; '

3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomeor 4355) ;

4, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 438%) ;
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104
Tambeahan Lembaran Negara Nomor 4421) ,

Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerzh (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pernbahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tabun 2003 Nomor 108, Tambaharn
Lembaran Negara Nomor 4348

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

Peraturan Pemerimiah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler din Keuangsn Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S0 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telsh diubah ketiga kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Talun 2007 Nomer 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4709)

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor
48 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4303) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4574) ; '

Peratiran Pemerintah Nomor 55 Tzhun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4570} ; _

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 {entang Hibah Ke
Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4577) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Tahun 2005 Nomer 140 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ientang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
T=hun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintzhan Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomot
4593} ;
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Peraturan Pemerintah Nomer 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atan
Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 3 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4597) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Notnor 20 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4609) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2606 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerab dan Informasi Pelaporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Dacrah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomer 4693} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
112 Tambghan Lembaran Negara Nomor 4761} ;

Keputusan Presiden Nomor §0 Tahun 2003 tetang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan
Perubahan Ketujuh dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubsh dengan Peraturan
Menteti Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kutai Tirur ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2047 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang  Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ;

Peraturan Menter] Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umuim Daerah ;

Peraturan Menteri Dialam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laperan Pertanggungjawaban Bendahara
serta Penyampaianoya ;




Dengan Persctujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI TMUR
dan

BUPATI KUTAI TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PiENGELDLAAN
KEUANGAN DAERAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1

2
3.
4

10.

. Draerah adalah Kabupaien Kutai Timur.
. Pemerintah Dacrah adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan dacrah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak
dan kewajiban daerah tersebut,

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatauszhaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan keuangan dacrah,

Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerzh, selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keusngan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan

disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan
peraturan dagrah.

Satuant Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat  dacrah pada pemerintah  daergh  selaku  pengguna
anggaran/penggung barang.

Satzan Kerja Pengelola Kevangan Daerah yang selanjutnya disinpkat SKPKD
adalah perangkat daerah pada pemerintah daerab selakv pengguna
anggaran/pengouna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan
dacrah.

Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, Kepala
Dasrah/wakil Kepala Daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
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Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daersh
yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan
keseluruhan pengelolaan kenangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala sainan kerja pengelols keuangan dacrah yang selanjutnya disebut
dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBI} dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

RBendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD vang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPT) yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang
milik daerah.

Kuasa Bendahara Umum Daerab vang selanjutnya disingkat Kuasa BUD
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
vang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggarat dalam melaksanakan sebagian tugss dan funpsi SKPD.

Pejabat Penatausahaan Kenangan SKPD yang selanjumya disingkat PPK-
SKPT) adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata nsaha keunangan pada
SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional- yang ditunjuk untuk
nienerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
nempertanggungjawabkan uang pendapatan dacrah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.

. Bendahara Pengeluaran adalsh pegjabat fungsional yang ditunjuk menerima,

menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawablarn
vang untuk keperiuan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.

Entitaz pelaperan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atan Iehih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan
wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna
barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun
laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Unit kerja adalah bagian dari SKPD yang melaksanakan safu atau beberapa
program.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjumya disingkat
RPIMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tzhun.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencansan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang sclanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh
sckretaris daerah yang mempunyai tngas menviapkan serta melaksanakan
kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Tainnya sesuai dengan
kebutuban.




_—

27. Kebijakan Umum APBD yang sclanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

28, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnye disingkat PPAS
adalzh rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
vang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acnan dalam
penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD,

29. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjuinya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana
pembiayazn sebagai dasar penyusunan APBD.

30. Rencana Kkerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah vang
selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran
Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umum Daerah,

31. Kerangka Pengeluaran Janpka Menengah adalah pendekatan penganggaran
berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan
tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan
mermpertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada
tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.

32. Prakiraan Maju (forward estimate} adalah perhitungan kebutuhan dana uniuk
tahun anggaran berikuttiya dari tahun yang direncanakan puna memastikan
kesinambungan program Jan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikntnya.

33. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kepiatan/program yang akan atan telah

dicapai sehubungan dengan penggunaan apggaran dengan kuantitas dan
kualitas vang terukur.

34. Penganggaran Terpadu (unified budgeting} adalah penynsunan rencana
keuvangan tzhunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis
belanja guna melaksanskan kegiatan pemerintaban yang didasarkan pada
pringip pencapaian efisiensi alokasi dana.

33. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan di bidang tertentu yang
dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional,

36. Urnsan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak
dan kewajiban setiap tingkatan dan/atan susunan pemerintahan untuk
mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya
dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan
masyarakat.

37. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi
satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapat hasil yang ternkur sesuai dengan misi SKPD.

38. Kegiatan adalah bagian dari programn yang dilaksanakan oleh satu atan lebih
unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada
suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya
baik yang berupa personil (sumber daya manuvsiz), barang modal termasuk
peralatan dan telmologi, dana, atan kombinasi dari beberapa atau ke semua
jenis sumber daya terscbut sebagai masukan @rmput) untuk menghasilkan
keluaran fousput) dalam bentuk barang/jasa.

39. Sasaran {iarget) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atan
keluaran yang diharapkan dari suain kegiatan.
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Keluaran {ouput) adalah barang atan jasa vang dihasilkan oleh kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan
kebijakan.

Hasil {owtcome} adalah segala sesuatu vang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan nang daerah yang ditentukan
oleh Kepala Daerah untuk menampung selurub penerimasn daerah dan
digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seturuh
penerimazn daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran
daerah pada bank yang ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.

Pengeluaran Daerah adalah vang yang keluar dari kas daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalsh kewajiban pemerintah dagrah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih.

Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan
belanja daerah.

Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan
belanja dacrah.

Pembiayasn Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atan pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya digingkat SiLPA adalzh

sehisih lebih realisasi penerimaan dan pengelnaran anggaran selama satu
periode anggaran.

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daemh
menerima sejumlah vang atau menerima manfaat yang bemilai vang dari pihak
lain sehinpga daerah dibebani kewajiban untuk inembayar kembali.

Pintang Dagrgh adalah jumlah vang yang wajib dibayar kepada pemerintah
daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan vang sebagai
akibat petjanjian atau aldbat lainnya berdasarkan peraturan perundang
undangan atay akibat lainnya yang sah.

Utang Daerah adalah jumlah uang vang wajib dibayar pemerintah daerah
danfatan kewajiban pemerintah daerah vyang dapat dipilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarksn
sebab lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggararn.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ckonomis seperti
bunga, deviden, royalil, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
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Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran,

Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola kevangan dacrzh yang
selanjutnya disingkat DPA —~ PPED adalzah Dokumen pelaksanaan Anggaran
Badan/Dinas/Bagian Keuangan selaku Bendahara Umnm Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disinglkat
DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan
belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh
pengguna anggaran,

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat
DPPA-PPKD  adalah dokumen yang memuat perubahan Anggaran
Badan/Dinas/Bagian keuangan selaku Bendahara TUmum Daerzh.

Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk vang bersumber dari
penerimaan dan perkirazn arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana
yang cukup guna mendanai pelaksanazan kegiatan dalam setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang
menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjuinya disingkat SPP adalah
dokumen yang diterbitkan olch pejabat yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan kegiatan/bendahara pengelnaran untuk mengajukan permintaan
pembayaran.

. SPP Uang Persediaan yang selanjuinya disingkat SPP-UP adalah dokumen

yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan vang muka kerja
yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan
dengan pembayaran langsung,

SPP Ganti Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat SPP-GU adatah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakuken dengan pembayaran
Jangsung, .

SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah
dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan
tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat
mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran [angsung dan wang
persediaan,

SPP Langsung yang selanjuinya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang
digjukan oleh bendabara pengeluaran untuk permintzan pembayaran langsung
kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah
kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumiah, penerima, peruntukan, dan
waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
untitk penerbitan SP2D atas beban pengehiaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-
UP adalah dokumen yang diterbitkan cleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggeran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang
dipergunakan sebagai uang persediaan nntuk mendanai kegiatan.




70. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan vang selanjutnya disingkat
SPMGU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran‘kuasa
pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-
SKPD} yang dananya dipergunakan untuk mengganii uvang persediaan vang
telah dibelanjakan.

71. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-TU adalah dokumen vyang diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban
pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebibi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.

72. Surat Perintah Membayar Langsung vang selanjutnya disinpgkat SPM-LS
adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaranvkuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada
pihak ketiga.

73. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat 322D adalah

dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh
BUD berdasarkan SPM.

74. Barang Milik Daerah adzalzh semua barang vang dibeli atau diperoleh atas
beban APBI) atau berasal dari perolehan [ainnya yang sah.

75. Kerugian Daerah adalsh kekurangan uang, surat berharga, dan barang vang
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan holoum baik
sengaja maupun lalai.

76. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayvanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang
dan/atau jasa yang dijuat tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas,

Bagian Kedna
Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup kenangan daerah meliputi:

a, hak daerah untuk memungui pajak daerah dan retribusi dacrah serta
tnelakukan pinjaman;

b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daersh dan
membayar tagihan pihak ketiga;

c. penerimaan daerah;

d. pengeluaran daerah;.

e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat
berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
tertnasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan

f kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pewerintah dacrah dalam rangka
penyelenggaraan tugas pemerintahan dasrah dan/atau kepentingan umum.
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Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan dacrah ini meliputi
kekuasaan pengelolaan keuangan daersh, azas umum dan stuktar APBD,
penyusunan rancangan APBD, penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan
APBD, pengelolaan kas, penatausahaan keuangan daerah, akuntansi kenangan
dacrah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembinaan dam pengawasan
pengelolaan kenangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan keuangan BLUD.

Bagian Ketiga
Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Keuangan daerah dikelola secara fertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ckonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

BAB II
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatn
Pemegang Keknasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

(1) Kepala Daerah selaku kepala pemerintzh daerah adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan  keuangan daerah dan tnewakili pemerintah daerah  dalam
kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

(2) Pernegang kekuasaan pengelolaan keuvangan daerah sebagaimana dimaksad
pada ayat (1) mempunyai kewenangan;
a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
<. menetapkan kuasa pengguna anggaran/pengguna barang;
d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran:

€. menetapkan pejabat yang bermgas melakukan pemungutan penerimaan
daerah;

f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan
piutang daerah:

g. menetapkan pejabat yang bermgas melakukan pengelolaan barang milik
daerah; dan

h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan
memerintahkan pembayaran.

(3) Kepala Daerah sclaku pemegang kekuasaan pengelclaan kevangan daerah
melimpahkan sebagian atan seluruh kekuasaannya kepada;

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelola keuangan daersh;
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kepala SKPKD selaku PPKD; dan
kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

(4) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah berdasarkan prinsip petnisahan kewenangan antara
yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima atan mengeluarkan vang.

Bagian Kedua
Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 6

(1) Sckretaris  dacrah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) hurnf a berkaitan dengan peran
dan fungsinya dalam membantu Kepala Daerah menyusun kebijakan dan
mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk
pengelolaan kevangan daerah.

(2} Sekretaris daerah seclaku koordinator pengelolaan Lkeuangan daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyat tugas koordinasi di bidang :

a.

b.

c.

penyusunan dan pelakzanaan kebijakan pengelolaan APED;
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang dagrah;
penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban

f.

pelaksanaan APBD,
tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas
keuangan daerah; dan

penyusunan laporan keuangzn daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Sekretaris Daerah mempunyai fugas !

a.

¢ Ao o

memimpin TAPD;

menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;

menyiapkan pedoman pengelolaan barang dasrah;

memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD; dan

melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daecrah
lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

(4) Koordinator pengelolaan keuangan dacrah bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Pejabat Pengelola Keuangan Dacrah

Pasal 7

(1) Kepala SKPKD selaku PPKI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
huruf b mempunyai tugas:

a.

menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan dacrah;
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menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBIY,

melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yamg telah ditetapkan
dengan Peraturan Daerah;

melaksanakan fungsi BUD;

menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; dan

melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh
Kepala Dasrah,

(2) PPKD dalam melaksanakan fimpsinya selaku BUD berwenang:

a.

b
C.
d

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD dan DPA-PPKD/DPPA-PPRD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimasn dan

pengeluaran kas daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

i

1.

menetapkan SPIY;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemnberian pinjaman atas nama
pemerintah daerah;

melaksanakan sistem alamtansi dan pelaporan kenangan daerab;
menyajikan informasi keuangan dacrah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan
barang milik dagrah.

(3} PPKD selalu BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola
keuangan dacrah selakn knasa BUD.

(4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dacrah
melalui sekretaris daerah.

Pasal §

(1) Penunjukan kuasa BUD scbagaimana dimeksud dalam Pasal 7 ayat (3)
ditetapkan dengan keputnsan Kepala Daerah.

(2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a.
b.

C.

menyiapkan anggaran kas;
menyiapkan SPD;
menerbitkan SP2D;

d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;

memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

mengusahakan den mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan
APBI,

menyimpan uang daerah;
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h. melaksanakan penempatan uang daerzh dan mengelola/menatausahakan
investasi daerah;

i, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabal pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah;

j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah dacrah;

k. melakukan pengelolazn utang dan piutang daerah; dan
I. melakukan penagihan piutang daerah.

(3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

Pasal 9

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk
melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut

poo TP

o

Lo

menyugun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBLY,
melakukan pengendalian pelaksanaan APBELY,
melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menyiapkan pelaksanzan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama
pemerintah daerah;

melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan kenangan daerah;
menyajikan informasi kevangan daerah; dan

melaksanakan kebijakan dan pedotnan pengelolaan serta penghapusan barang
milik daerah. :

Bagian Keempat
Pejabat Pengguna Anggaran/FPengguna Barang

Pasal 10

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat {3) huruf ¢ mempunyai tugas dan wewenang:

a.
b.

/P

@

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran
belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
melakukan pengujisn atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;

mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas
anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang
dipimpinnyaz;

mengelola barang milik dasrab/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD vang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;




I

14

&

mengawasi pelaksangan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengpuna barang lainnya
berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Dagrah; dan

n. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui
sekretaris daerah.

Bagian Kelima
Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 11

(1) Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang dalam melaksanakan tugas-tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat melimpahkan sebagian
kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna
anpggaran/kuasa pengguna barang.

{2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagazimana dimsksud pada ayat (1),
berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah
uang yang dikelela, beban kexja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali
dan pertimbangan cbyektif lainnya.

(3} Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan oleh Kepala Dazrsh atas usul kepaia SKPD.

(4) Pelimpahan sebagian kewemangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi :

a. menyusun RKA-SKPD;

b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pepgeluaran atas beban
anggaran belanja;

¢, melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinmnya;
¢ melakukan penguiian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

e. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalan batasan
yang telah ditetapkan;

f. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
g. mengawasi pelaksanaan anggaran umit ke¢rja yang dipimpinmya; dan,

h. melaksanakan tugas-tugas kuasa pengguna anggaran lainnya berdasarkan
kuasa vang dilimpahkan oleh pgjabat pengguna anggaran.
(5)Kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna
anggaran/ pengguna barang,

Bagian Keenam
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

Pasal 12
(1) Pgjabat pengguna anggaran/pengguna barang dan kuasa pengguna

gnggaran/kuasa pengguna barang dalam melaksanakan program dan kegiatan
menunjuk pejabat pada vnit kerja SKPT) selaku PPTK.
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(2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan
pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi,
dan/atau rentang kendali dan. pertimbangan obyektf lainnya.

(3} PPTK vyang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran/pengguna barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas pelaksanaan

tugasnya kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

(4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

(5} PPTK mempunyai tugas mencakup:
a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan

c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan
— kegiatan.

(6) Pokumen anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf ¢ mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupunh dokumen administrasi yang terkait
dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Pasal 13

(1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD
menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
SKPD sebagai PPK-SKPD.

{2y PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayai (1) mempunyai fugas:

) a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahzra pengeluaran dan diketahul/ disetyjui oleh
PPTK,;

b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-L$ gaji dan
tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara
pengelnaran;

melakukan verifikasi SPP;

menyiapkan SPM,

rmelakukan verifikasi harian atas penerimasn;
melaksanakan akuntansi SKPD; dan

g, menyiapkan laporan kenangan SKPD.

(3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan
pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara, dan/atan PPTE.

e e
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Bagian Kedelapan
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasai 14

(1) Kepala Daerah atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan
bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.

(2) Bendahara penerimnaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud
pada avat (1) adalah pejabat fungsional.

{3) Bendahara penerimaan dan bendzhara pengeluaran baik secara langsung
maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebapai penmjamin atas
kegiatan/ pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau
menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan [ainnya atas nama
pribadi.

(4) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA, Kepala
Daersh menetapkan Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu pada Umt kerja terkait.

{5} Bendahara penecrimaan dan bendahara pengelnaran secara fungsional
bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

BAB HI
AZAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum APBD

Pasal 15

{1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
kemampuan pendapatan daerah.

(2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksnd pada ayat (1), berpedoman kepada
RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk
tercapainya tujuan bernegara,

(3} APBD mempunyai fungsi oforisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi.

{4y APBD, perubahan APBDD, dan perianggungjawaban pelaksanaan APBD setiap
tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 16

(1) Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung
arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan
dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

(2) Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen
dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersanglutan,
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(3) Fungsi pengawasan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai
apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesual dengan
ketentuan yang telah ditetapkan.

(4) Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung
arti bahwa anggaran dasrah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan
kerig/mengurangi  pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta
meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

(5) Fungsi distribysi sebagaimena dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung
arti hahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan
kepatutan.

(6) Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) mengandung

arti bahwa anggaran pemeriniah dasrah menjadi alat uniuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pasal 17

(1} Penerimaan daerah terdiri dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan
daerah.

{2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan
yang terukur secara rasiomal yang dapat dicapai untuk setiap sumber
pendapatan.

(3) Penerimaan pembiayaan schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua
penerimazn yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya,

Pasal 13

(1) Pengeluaran daerah terdiri dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan
daerah.

(2) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perkiraan
beban pengeluaran daerah vang dialokasikan secara adil dan merata agar
relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi,
khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimapa dimaksud pada ayat (1) adalah
pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 19
Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya
penerimaan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 20

(1) Pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD
harns berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2} Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah
dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Pasal 21

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam mass | (satu) tahun
anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua
Struktur APBD

Pasal 22

{1} Struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

a. pendapatan daerah;
b. belanja daerah; dan
c. pembiayaan daerah,

(2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut
wrusan pemerintzhan daerah dan organisasi yang bertanggung jawab
melaksanakan urusan pemerintahan tersebui sesual dengan peraturan
perundangundangan.

(3) Klasifikasi APBD menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaiken dengan kebutuhan berdasarkan
ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangar.

Pazal 23

(1) Pendapatan daerzh sebagaitnana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a
meliputi semua penerimaan vang melalui rekening kas umum daerah, yang
menambah clkuitas dana lancar, merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak perla dibayar kembali cleh daerah.

(2) Betanja daersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)} huruf b
meliputi semua pengeluaran dar: rekening kas vinum daerah yang mengurangi

ekuitas dana lancar, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran
dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

(3) Pembiayaan daerah sebagaimana ditnaksud Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ meliputi
semua transaksi keuangan untuk menutup defisit ataw untuk memanfaatkan
surplus.

Pa=al 24

(1) Pendapatan daerzh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) hurof a
diringi menurnt urusan pemerintahan dacrah, organisasi, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pendapatan.

(2) Belanju daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b dirinci
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
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(3) Pembiayaan daerah sebagairnana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢
dirinci menurwi urusan pemerintaban daerah, organisasi, kelompok, jenis,
obyek dan rincian obyek pembiayaan.

Bagisn Ketiga
Pendapatan Daerah

Pazal 25

Pendapatan dacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huf a
dikelompckan atas:

a. pendapatan asli dacrah;
b. dana perimbangan; dan
¢. lain-lain pendapatan dacrah vang sah.

Pasal 26
{1y Kelompok pendapatan asli daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang
terdir atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
¢. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

(2) Yenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
horut a dan huruf b dirinel memmut obyek pendapatan sesusi dengan undang-
undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

(3) Jenis basii pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) horuf ¢ dirinci memrut obyek pendapatan yang
mencalap :

a. bagian laba atas penyertaan modzal pada perusahaan milik daerah/BUMD,

b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahsan milik
pemerintah/BUMN; dan

c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau
kelompok usaha masyarakat.

{4y Jenis lain-lain pendapatan asli’'daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang
tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daersh, dan hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisabkan dinei menunut obyek
pendapatan yang mencakup:

a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan secara tunai atau
angsuran/ cicilan;

h. jasa gim;
c. pendapatan bunga;
d. pencrimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah,

e, penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
penjialan danfatan pengadaan barang danfatau jasa oleh daerah;
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f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tuka: rupiah terhadap mata vang
asing;

g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;

h. pendapatan denda pajak;

1. pendapatan denda refribusi;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

o

pendapatan dari pengembalian;
fasilitas sosial dan fasilitas umum;

Jo—
*

m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
n. pebdapatan dari badan layanan umum daerah (BLUIY).

Pasal 27
(1) Kelompok pendapatan dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan
yang terdin atas;
a. dana bagi hasil;
b, dana alokasi nmum; dan
c. dana alckasi khusus.
(2} Jenis dana bagi hasil dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
a. bagi hasil pajak; dan
b. bagi hasil bukan pajak.

{3) Jenis dana alokasi umum hanya terdiri atas obyek pendapatan dana alokasi
umum.

{4) Jenis dana alokasi khusus dirinei menurut obyek pendapatan menurut kegiatan
vang ditetapkan oleh pemerintah,

Pasal 28

Kelompok lain-lain pendapatan daerab vang sab dibagi menurut jenis pendapatan
yang mencakup:

a. hibah berasal dari pemerintah, pemetintah daerah lainnya, badan/lembaga/
organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan
lembaga luar negeri yang tidak mengiket;

b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan
akibat bencana alam;

¢. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota;

d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah;
dan

e. bantuan kenangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.
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Pazai 29

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 humf a adalah penerimaan daerah
yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, baden/lembaga
internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik
dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau l1asa, termasuk tenaga ahli
dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 30

(1) Pajak daerah, hasi! pengelolaan kekayaan dacrah yang dipisshkan, lain-lain
pendapatan asli dacrah yang sah vang ditransfer langsung ke kas daerah, dana
perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dianggarkan pada
SKPKD,

(2) Retribusi dacrah, komisi, potongan, keuntungan selisih nilai tukar rupish,
pendapatan dari penyelanggarzan pendidikan dan pelatiban, hasil penjualan
kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan hasil pemanfaatan  atau
pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dibawah
penguasaan pengeuna anggaran/pengguna barang dianggarkan pada SKPD.

Bagian Keempat
Belanja Daerah

Pasal 31

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b
dipergnnakan dalam rangka mendanai pelaksanzan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari yrusan wajib, urusan pilihan dan
urusan yang penanganannya dalam bagian atan bidang tertentu yang dapat
dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah dacrah atau antar
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketenian perundang-undangan.

(2) Belanja penyelenggaraan vrusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan
masyarakat dalam upaya memenuhi kewnjiban daerah yang diwujudkan dalam
bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, keschatan, fasilitas sosial
dan fasilitas nrunm yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosiai.

(3) Peningiatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan
minimal s¢svai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

{1) Kiasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri dari belanja urusan wajib dan belanja urusan
pilihan.

(2) Klasifikasi belanja menunut urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:

a. pendidikan:
b. kesehatan;

¢. pekerjaan wmum;
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perumahan rakyat;

penataan ruang,

perencanaan pembangunan;

pethubungan;

lingkungan hidup;

pertanahan;

kependudykan dan catatan sipil;

. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

e R e oo
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. sosial;
ketenaga kerjaan;
koperasi dan usaha kecil dan menengah;
penanaman modal;
kebudayaan;
kepemudaan dan olah raga;
8. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

otonomi daerab, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;

ketahanan pangan:
pemberdayaan masyarakat dan desa;
. statistik;

H e 9 oo pog
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kearsipan;
¥. komumikasi dan informatika: dan

Z. perpustakaan

{3) Klasifikasi belanja menurut urusan piliban sehagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup:

a. pertanian;

kebhutanan;

energi dan sumber daya mineral;
pariwisata;

e. kelautan dan perikanan;

f. perdagangan;

g. industri; dan

h. ketransmigrasian.

&

e o

(4) Belanja menurut urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian atau
bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan
pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan
dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menurut
urusan wajib dan urusan pifihan.




23

Pasal 33
Klasifikasi belanja menurut fungsi yang digunakan untuk tujuan keselarasan dan
keterpaduan pengelolaan kenangan negara terdiri dari:
a. pelayanan uwmum;
ketertiban dan ketentraman:
ekonomi;
lingkumgan hidup;
perumahan dan fasilitas umum;
keschatan;
pariwisata dan budaya;
pendidikan; dan

=2
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perlindungan sosial.
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Pasal 34

Klasifikasi belanja menurut organisasi schagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2} disesuaikan dengan susunan organisasi pada pemerintah daerah. '

Pasal 35

Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24 ayat (2) disesnaikan dengan wrmsan pemerintshan yang menjadi
kewenangan daerah.

Pasal 36

(1} Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24
ayat (2) terdin dari:

a. belanja tidak langsung; dan
b. belanja Jangsung,

(2) Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada avat (1) luruf
a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

(3) Kelempok belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan
pelaksanaan program dan kegiatan.

Paragraf 1
Belanja Tidak Langsung

Pasal 37

Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1)
lwruf a dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:
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belanja pegawai;

s p

bunga;

subsidi;

hibak;

bantuan sosial;

belanja bagi basil;
banituan keuangan; dan
belanja tidak terduga.

Ao

A

Pazal 3§

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a merupakan
belanja kompensasi, dalam beniuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan
lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan
tunjangan Kepala Daerab dan wakil Kepala Dacrab serta penghasilan dan
penerimasan lainnya yang ditetapkan sesua dengan peraturan perundang-
undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Pasal 3%

(1) Pemerintab daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai
negeti sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan
kemampuan keusngan daerah dan tnemperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan prerundang-undangan.

(2} Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
pembahasan KA.

(3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam
rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau
tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atan prestasi kerja
dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.

(4) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} diberikan kepada pegawai negeri sipi! yang dibebani peketjaan untuk
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melalksanakan
tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah
terpencil.

(6) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kegja sebagaimana dimaksud pada
ayat (3} diberikan kepada pegawai negeri sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja vang memiliki resiko tingpi. '

(7) Tambahan penghasilan berdasatkan kelangkaan profesi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada pegawal neger sipil vang dalam
mengemban tugas memiliki ketrampilan khusus dan langka.
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(8) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
pada ayat {3) diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

(%) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan  obyektif lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rangka peningkatan kesejahteraan
umum pegawai, seperti pemberian uang makan dan tunjangan air.

(10) Kriteria pemberian tambahan penghasilan sebagaiman dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 4G

Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk
menganggarkan pembayaran bunga utang vang dihitung atas kewajiban pokok
Wtang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pmjaman jangka pendek,
jangka menengah, dan jangka panjang,

Pasal 41

(1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf ¢ digunakan
imtuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahazn/lembaga
tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkan oleh
masyarakat banyak.

(2) Pernsahaanfiembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
perusahaan/lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum
masyarakat,

(3) Perusahaan/lembaga penerima belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuam
pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

(4) Daiam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penerima subsidi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada Kepala Daerah.

(5} Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai
dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan
daerah tentang APBD yang peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan
dalam peraturan Kepala Daerah.

Pasal 42

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 hwuf d digunaian wntuk
menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atsu Jasa
kepada pemerintah atau pemerintah dacrah lainnya, dan kelompok
masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

(2) Belanja  hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan
kemampuar keuangan daerah dan rasionalitas, yang ditetapkan dengan
keputusar: Kepala Daerah.

(3) Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dapat
diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam
petaturan perundang-undangan.
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Pazal 43

(1) Hibah kepada pemerintah bertjuan  untuk menunjang  peningkatan
penyzlengparasn fungsi pemerintahan di daeral,

(2) Hibah kepada perusahan daerzh bertujuan vntuk menunjang peningkatan
pelayanan kepada masyarakat.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah [ainnya bertujuan untuk menunjang
peningkatan penyelenggaraan pernetintahan daerah dan layanan dasar umum.

(4) Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk
meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atan secara
fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(5) Belanja hibah kepada pemerintah sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaporkan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan setiap akhir
talm anggaran.

Pasal 44

(1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantean yang
tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus
digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian
hibah daerah,

{2) Hibah yang diberikan secara tidak mengikat / secara tidak terus menerus
diartikan bahwa pemberian hibsh tersebut ada batas akhirnya tergantung pada
kemampuan keuangan dacrah dan kebutuhan atas kegiatan tersebut dalam
menumjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

(3) Naskah perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang
— kurangnya memuat identitas penerima hibah, tzjuan pemberian hibah dan
Jjumlah uang yang dihibahkan.

Pagal 45

(1) Belanja Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e
digunakan wnnik menganggarkan pemberian bantusn yang bersifat sosial
kemasyarakatan  dalam  bentuk uang  danfatav  barang  kepada
kelompok/anggota masyarakat dan partai politik. '

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara selektif,
tidak terus menerusftidak mengikat serta memiliki kejelasan  peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan dacrah dan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

(3) Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/ tidak mengikat
diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak haros
diberikan setiap tahun anggaran,

(4) Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesua dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantusn sosial.
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Pasal 46

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf £ digunakan unfuk
menganggarkan dana bagi hasil vang bersumber dari pendapatan pemerintah
dacrah kepada pernerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan,

Pasal 47

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa] 37 hurof g digunakan
untuk menganggarken bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dar
pemerintah  daerah kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka
pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan kenangan.

(2) Banfuan kevangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah
daerah lainnya penerima bantuan,

(3} Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat {1)
peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah.

{4) Pemberian bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD
penerima bantuan,

Pasal 48

. (1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huraf h

merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atay tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan beneana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas keiebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,

(2} Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebapaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan pangguan terhadap stabilitas
penyelengparaan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat di daerah.

(3) Pengembalian atas kelebihan peperimaan daersh tahun-tahup sebelumnya
yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hamus didukung
dengan bukti-bukti yang sah.

Pasai 49

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dianggarkan
pada belanja organisasi berkenaan sesuai dengan peraturan  perundang-
undangan,

(2) Belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja
bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagaimana
dimaksud dalam Pasa! 37 huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, hurnf g,
dan huruf h dianggarkan pada belanja SKPKD.
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Paragraf 2
Belanja Langsung

Pasal 50

Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud daiam
Pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurnt jenis belanja yang terdiri dari:

a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa; dan
C. belanja modal,

Pa=ai 5]

Belanja pegawai scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a untuk
pengeluaran  honorarium/upah  dalam  melaksanakan program dan kegiatan
pemerintahan daerah.

Pasal 52

(1) Belanja bearang dan jasa sebagaimana dimaksud dalem Pasal 50 huruf b
digunakan unfuk mengganggarkan pengadaan barang dan jasa vang nilai
manfaatnya kurang dari 12 {(duabelas) bulan dalam melaksanakan prograrm
dan kegiatan pemerintahan daerah.

(2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang
pakai habis, bahan/material, jasa kentor, premi asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gndang/parkir, sewa sarana
mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan
dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian kbusus
dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan
baranp/jasa, serta belanja lainnya yang sejenis.

Pasal 53

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c digunakan
untuk pengeluaran yang dilakvkan dalam rengka pengadaan aset tetap
berwuwjud yang mempimyai nilai manfaat lebih dari 12 {duabelas) bulan uniuk
digunakan dalam kegiatan pemerintahan,

(2) Nilai aset tetap berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli‘bangun aset ditambah
seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset
tersebut siap digunakan.

(3) Kepala Dacrah menetapkan batss minimal kapitalisasi {capitalization
threshold) sebagai dasar pembebanan belanja medal.

Pagal 54
Belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, seria

belanja modal unink melsksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah
dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan
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Bagian Kelima
Surplus/(Defisit) APBD

Pasal 35

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah
mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Pasal 56

(1) Surplus APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila
anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja
daerah.

(2) Dalam hal APBD diperkitakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pekok
utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada
pemerintah  pusat/pemerintah  daerah lain danfatau pendanaan belanja
peningkatan jaminan sosiai.

(3) Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar
masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait
dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Pasal 57

{1) Defisit anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terjadi apabila
anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja
daerah,

(2} Batas maksimal defisit APBD untuk setiap tahun anggaran berpedoman pada
penetapan batas maksimal defisit APBD oleh Menteri Kevangan.

(3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup
defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan
anggarany tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil
penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan
penerimaan kembali pernberian pinjaman atau penerimaan piatang,

Pasal 58
Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri

Dalam Nepgeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tzhun anggaran
berkenaan.

Bagian Keenam
Pembiayzan Dacrah
Pazal 59

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf ¢ terdiri
dari penerimaan pembiayaan dan pengelnaran pembiayaan.
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Pasal 60
(1) Pencrimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 mencakup:
a. sisa lebih perhitungan angparan tahun anggaran sebelumnya (SILPA);
b. pencairan dana cadangan;
¢. hasil penjualan kekayaan dacrah yang dipisahkan;
d. penerimaan pinjaman daerah;
€. penerimaan kembali pemberian pinfaman; dan
f. penerimaan pintang dasrah.
(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 mencakup:
a. pembentukan dana cadangan;
b. penyertaan modal (investasi) pernerintah daerah;
¢. pembayaran pokok utang: dan
d. pemberian pinjaman daerah.

Pagal 61

(1) Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan.
(2) Jumlah pembiayaan neto harus dapat mertup defisit anggaran.

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Tahun Anggaran Sebelumnyz (SiLPA)
Pasal 62

Sisa lebih perhitungan angparan tahun anggaran  sebelumnya (SiLPA)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 avat (1) huruf a mencakup pelampausn
penerimaan PAD, pelampavan penerimaan dana perimbangan, pelampanan
penerimaan lainain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penetimaan
pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan
akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

Paragraf 2
Dana Cadangan
Pasal 63

(1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanat kepjatan
yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam
satu tahun anggaran.

(2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) ditetapkan
detigan peraturan daerah.




31

(3) Peraturan daerah scbagaimana dimaksud pada ayat {2) mencakup penetapan
tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai
dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggarkan dan ditransfer ke rekenming dana cadangan, sumber dana
cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

(4) Rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dibahas bersamaan dengan pembahasan
rancangan peraturan daerah tentang APBD.

(5) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah
bersamaan dengan penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBI.

{6) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
penyisihan atas penerimaan daerah, kecuali dari dana alokast khusus,
pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaaniya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undang#o.

(7) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} ditempatkan pada

rekening iersendiri.

(8) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan
dalam portofolio dicanfumkan sebagai penambah dana cadangan berkenazan
dalam daftar dana cadangan pada lampiran rancangan peraturan daerah
tentang APBD.

(9) Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan
dalam tahun anggaran yang betkenaan.

Pasal 64

(1) Pencairan dana cadangan scbagaimana dimaksud dalam Pagal 60 ayat (1)
huruf b digunakan untuk menganggerkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam talun anggaran
berkenaan.

(2) Jumlah yang dianggarkan tersebut pada ayat (1) yaitu sesuai dengan jumlah
yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana
cadangan berkenaan.

Pasal 65

Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke
rekening kas umum daersh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
dianggarkan dalam belanja langsung SKPD pengguna dana cadangan berkenaan,
kecuali diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 66

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 60 ayat (1) huruf ¢ digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil
penjualan peruszhaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah
daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan
modal pemerintah daerah.
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Paragraf 4
Penerimaan Pinjaman Daerah

Pasal 67

Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayai (1)
huruf d digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun
anggaran berkenaan.

Paragraf 5
Pemberian Pinjaman daerah dan
Penerimaan Kembali Pesnberian Pinjaman Daerah

Pasal 68

(1) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d
digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah
pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya.

(2) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan kepuiusan Xepala Dacrah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3) Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat (1) buruf e digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan
kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah lainnya.

Paragraf 6
Penerimaan Piutang Daerah

Pasal 69

Penierimaan piutang sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 60 ayat {1} buruf f
digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan
pintang pihak ketiga, seperti berupa pencrimaan piutang daerah dari pendapatan
daerah, pemeriniah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga
keuangan bukan bank dan penerimaan piutang lainnya.

Paragraf 7
Investasi Pemerintah Daerah

Pagal 70
Tnvestasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat {2) huruf
b digunakan untuk mengelola kekayaan pernerintah daerah yang diinvestasikan
baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Pasal 71
(1) Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan
beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dva belas) bulan.
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{2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mepcakup
deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan
yang dapat diperpanjang secara otomatis, pembelian surat utang negara
(SUN), sertifikat bank Indonesia (SBI) dan surat perbendaharaan negara
(SPN).

(3) [nvestasi jangka panjang merupakan investasi yang dimaksudkan untuk
dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan yang terdiri dari investasi permanen
dan non permanen.

(4) Investasi jangka panjang ssbagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain surat
berharga yang dibeli pemerintah daerah dalam rengka mengendalikan suatu
badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah
kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha, surat berharga yang dibeli
pemeriniah daersh untuk fujuan menjaga bubungan baik dalam dan luar
negeri, surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam
memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

(5) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk
dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada miat untuk diperjualbelikan atau tidak
ditarik kembali, seperti kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk
penggunausahaan/pemanfaatan aset daerah, penyertaan maodal daerah pada
BUMD dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanet lainnya yang
dimiliki pemerintah daersh untuk ienghbasilkan pendapatan  atau
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

(6) Investasi non permanen s¢bagaimana dimaksud pada ayat (3) bartyjuan untuk
dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat vntuk diperjualbelikan atau
ditarik kembali, seperti pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana
yang disisibkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan
masyarakat seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana secara bergulir
kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha
mikro dan menengah.

(7) Investasi jangka panjang pemerintah daerah dapat dianggarkan apabila jumlah
yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam
peraturan daerah dengan berpedoman pada peraturan pesundang-undangan.

(8) Penetapan Peraturan Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk
penyertaan modal pertama kali atau pembentukan Badan Ussha Milik
Daerah/Negara, Perseroan Terbatas, Lembaga Keuangan atau badan usaha
laintiya.

(9) Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah/Negara, Persercan Terbatas,
Lembaga Keuangan atau Badan Usgha Lainnya, yang hanya bersifat
penambahan jumlah modal yang telah ada dapat langsung dianggarkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD dan dimasukkan dalam Laporan Perhitungan
APBD dalam setiap tahunnya.

Pasal 72

(1) Investasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2)
huruf b, dianggarkan dzlam pengeluaran pembiayaan.

(2) Divestasi pemerintah dacrah dianggarkan dalam penerimaan pembiayaan pada
jenis hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
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(3) Divestasi pemerintah daerah yang dialihkan untuk diinvestasikan kembali
dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan pada jenis penyertaan modal
(investasi) pemerintah daerah.

(4} Penerimaan hasil atas investasi pemerintah daersh dianggarkan dalam
kelompok pendapatan asli daerah pada jenis hagil pengelolaan kekayaan
dacrah yang dipisahkan.

Paragraf 8
Pembayaran Pokok Utang

Pasal 73

Pembayaran pokok uiang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat {2) huruf ¢
digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang
dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek. jangka menengah, dan
jangka panjang. : :

Bagian Ketujuh
Kode Rekening Pengapggaran

Pasal 74

(1) Setiap urusan pemerintahan daerzh dan organisasi yang dicantumkan dalam
APBD menggunakan kode urusan pemetintahan daerah dan kode organisasi.

(2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pernbiayaan yang digunakan dalam
penganggaran menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan
kode akun pembiayaan.

(3) Setiap program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek serta rincian obyek yang
dicantumkan dalam APBD mengguniakan kode program, kode kegiatan, kode
kelompok, kode jenis, kode obyek dan kode rincian obyek.

(4) Untuk tertib penganggaran kode sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat {2)
dan ayat (3) dihimpun menjadi satu kesatuan kode anggaran yang discbut
kode rekening.

Pasal 75

(1) Urutan susunan kode rekening APBD dimulai dari kode urusan pemerintahan
daerah, kode organmisasi, kode program, kode kegiatan, kode akun, kode
kelompok, kode jenis, kode obyek, dan kode rincian obyek.

(2) Kode rekening penganggaran sebagaimana dimaksud Pasa 74 dan urutan
susunan kode rekeninh APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih
lanjut dalam Peraiuran Kepala Dasrah.
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BAB IV
PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu
Azas Umum

Prasal 76

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dasrah
didanai dari dan atas beban APBD.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemnerintah
di daerah didanai dari dan atas beban APBN.

(3) Penyelenggaraan  urusan pemerintshan  provinsi yang penugasannya
dilimpahkan kepada dacrah, didanai dari dan atas beban APBD provinsi.

Pasal 77

(1) Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah baik dalam bentuk
yang, barang dan/atay jasa pada tahun anggaran yang berkenaan harus
dianggarkan dalam APBD.

(2) Penganggaran penerimaan dan pengeluaran APBD harus memiliki dasar
hukum penganggaran.

Pas=al 78

Angparan  belanja  daerah diprioritaskan uniuk melaksanakan kewajiban
pemerintahan  daerah  sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-
yndangan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja Pemerintahan Dacrah

Pasal 79

(1} Unink menyusun APBD, pemerintah daersh menyusun RKPD yang
merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja
SKPD untuk jangka wakm 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana
Kerja Pemerintah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja
yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah, pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong
pariisipasi masyarakat,

(3) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan
prestasi capaian standar pelayanan minimal yvang ditetapkan sesual dengan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 80

(1) RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

(2) Penyusunan RKPD diselesaikan paling lambat akhir bulan Mei sebelum tahun
anggaran berkenaan.

(3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan
Kepala Daerah.

(4) Tata cara penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kebijakan Umum APBD serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Paszal 81

Kepala Dacrah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan
RKPD dan pedoman penyusunan APBD sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 82

(1) Dalarmn menyusin rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 81, Kepala Daecrah dibantu oleh TAPD yang dipimpin
oleh sekretaris dacrah.

(2) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), disampaiken oleh sekretaris daerah selaku ketua
TAPD kepada Kepala Daerah paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

Pasal 83

(1) Rancangan KUA memnat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan
APBD, kebijakan pendapatan daersh, kebijakan belanja daerah, kebijakan
pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya.

{2) Strategi pencapaian sehagajﬁana dimaksnd pada avat (1) memuat langkah -
langkah kongkrit dalam mencapai target.

Pasal 84
Rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 disusun dengan tahapan
sebagai berikut:
a. menentukan skala pricritas pembangunan daerah;
b. menentukan prioritas program untuk masing - masing urusan; dan
¢. menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.
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Pasal 85

(1) Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalatn Pasal 82
ayai (2) disampaikan Kepala Daerab kepada DPRD paling lambat pertengahan
bulan Yuni tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam pembicaraan
pendahuluzn RAPBD tahun anggaran berikuinya. _

(2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD
bersama Panitia Anggaran DPRD.

(3) Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling
lambat akbir bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 86

(1) KUA dan PPAS yang telah disepakati sebagaimana dimaksud dalamn Pasal
85 ayat (3) masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang
ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRID dalam
waktn yang bersamaan.

(2} Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, yang bersangkutan dapat mepunjuk
pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Nota Kesepakatan KUA
dan PPAS.

(3) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan  Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh penjabat yang ditunjuk oleh
pejabat yang berwenang.

{#) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, penandatanganan Nota
Kesepakatan KUA dan PPAS dilakukan oleh pimpinan sementara DPRD,

Bagian Keempat
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Pasal 87

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1),
TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman
penyusunan RKA-SKPD sebagal acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-
SKPD) dan pedoman penyusunan RKA-PPKD scbagai acvan kepala SKPKI)
dalam menyusun: RKA-PPKD),

(2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan REA-
SKPT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup

a. Prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait;

b. Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
¢. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
d.

dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis
standar belanja dan standar satuan harga.

(3) Surat edaran Kepala Daerah perihal pedoman pényusunan RKA-SKPD
schapaimana dimaksud pada ayat {1) diterbitkan paling lambat awal bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.
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Bagian Kelima
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 88

(1) Berdasarkan pedeman pepyusunan RKA-SKYD sebagaimana ditnaksud dalam
Pasal 87 ayat (3), kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

(2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran
jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran
berdasarkan prestasi ketja.

Pasal 89

(1) Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 88 avat (2) dilaksanskan dengan menyusun prakiraan
maju.

(2) Prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1} berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang direncanakan dalam
tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

(3) Pendekatan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
(2) dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan
penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan di lingkungan SKPD
untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

(4) Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat (2) dilakukan dengan memperhaiikan keierkaitan antara
pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta
manfaat yang diharapkan termasuk efisicnsi dalam pencapaian hasil dan
keluaran tersebut.

Pasal 90

(1} Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan
sebagaimana dimaksed dalam Pasal 88 ayat (2} dan terciptanya
kesinambungan RKA-SKPD, kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan
program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran gebelumnya sampai dengan
semester pertama 1ahun angparan berjalan.

(2) Evaluasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1} bertojuan menilai program dan
kegiatan yang belum dapat dilaksanakan danfatan belum diselesaikan tahun-
tahun sebelumnya untuk dilaksanakan dan/atau diselesaikan pada tahun yang
direncanakan atau 1 (satw) tabun berikutnya dari tahun yang direncanakan.

(3) Dalam hal suatu program dan kegiatan merupakan tahun terakhir untuk
pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutvhan dananya harus
dianggarkan pada tahun yang direncanakan.

Pasal 91

(1) Penyusunan RKA-SKPD bordasarkan presiasi kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 88 ayat {2) berdasarkan pada indikator kinerja, ¢apaian atau target
kinerja, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan standar pelayanan
minimal.
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(2) Indikaior kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ukuran
keberhasilan yang akan dicapai dari program dan kegiatan yang, direncanakan.

(3) Capajan kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat {1) merupakan ukuran
prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisienst
dan efektifitas pelaksanaan dari setiap program dan kegiatan,

(4) Analisis standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penilalan kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan suatn kegiatan.

(5) Standar satuan harga scbagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga
satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di daerah yang ditstapkan dengan
keputusan Kepala Daerah.

(6) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
tolok ukur kinerja dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar
yang merupakan urnsan wajib dacrah.

Pasal 92

(1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) memuat rencana
pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan
untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian obyek
pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun
berikuinya.

(2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jnga memuat informasi
tentang urusan pemnerintahan daerah, organisasi, standar biaya, prestasi kerja
yang akan dicapai dari program dan kegiatan.

Pasal 93

(1) Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) memuat
kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapaian  daerah, yang
dipungut/dikelola/ diterima oleh SKPD} sesual dengan tugas pokok dan
fungsinya, ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau
ketentuan lainnya yang berlaku.

{2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1} adalah
peraturan daerah, peraturan pemerintah atau undang-undang.

{3) Ketentuan. lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain surat
perjaniian/kontrak.

(4} Rencana hbelanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1} tmemuat
kelompok belanja tidak langsung dan belanja Jangsung yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, obyek dan rincian obyek belanja.

(5) Rencana pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) memuat
kelompok penerimaan pembiayaan yzng dapai digunakan uniuk menutup
defisit APBD dan pengeluaran pembiayean yang digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD yang masing-masing diuraikan menurut jenis,
obyek dan rincian obyek pembiayaan.

(6} Urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2)

memuat bidang urusan pemerintzhan daemh yang dikelola sesual dengan
tugas pokok dan fungsi organisasi.




40

(7) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) memuat nama
organisasi atau nama SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang.

(8) Prestasi kerja yang hendak dicapai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92
ayat (2) terdiri dari indikator, telok ukur kinerja dan target kinerja.

(5) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) memuat nama
program yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

(10) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (2) memuat nama
kegiatan yang akan dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 94
(1) Indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) meliputi masukan,
keluaran dan basil.

(2) Tolok ukur kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) merupakan
ukuran prestasi kerja yang akan dicapai dari keadaan senmla dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, cfisiensi dan efekdifitas
pelaksanaan dari sctiap program dan kegiatan.

(3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (8) merupakan hasil
yang diharapkan dari suatu program giau keluaran yang diharapken dari suatu
kegiatan.

Pasal 95

Belanja langsung yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta
belanja modal dianggarkan dalam RKA-SKFD pada masing-masing SK¥D.

Pasal 96

(1) Pada SKPKD disusun RKA-SKPD dan RKA-PPKD.

(2) RKA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan olch PPKD selaku
SKPD.

(3) RKA-PPKD digunakan untuk menampung :
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;

b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibsh, belanja bantuan sosial,
belanja bagi hasil, belarja bantuan kevangan dan belanja tidak terduga; dan

¢. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pernbiayaan daerah

Bagian Keenam
Penyiapan Raperda APBD

Pasal 97

(1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD dan RKA-PPKD yang telab
disusun oleh SXPKD disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut
oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)} dilakukan
untuk menelaah :
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a. kesesuaian antara RKA-SKPD dengan KUA, PPAS, prakiraan maju pada
REKA-SKPD tahun berjalan yang disetajui tahun lalu dan dokumen
perencanaan lainnya;

b. kesesusian rencana anggaran depgan standar amalisis belamja, standar
satuan harga;

c. kelengkapan insirumen pengukuran kinerja yang meliputi capaian kinerja,
indikator kinerja, kelompok sasaran kegiatan, dan standar pelayanan
minimal;

d. proyeksi prakiraan maju untuk tahun anggaran berxikutnya; dan

e. sinkronisasi program dan kegiaian antar SKPD.

(3) Dalam hal thasil pembahasan REKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian
scbagaimapa dimaksud pada ayat (2) kepala SKPD  melakukan
penyempurnaan.

Paszal 93

(1) RKA-SKED yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD dan RKA-PPKD
yang telah disempurnakan oleh kepala SKPKD disampaikan kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APED dan
rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

(2) Rancangan peraturan daerah teniang APBY sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:

a, tringkasan APBI),
b. ringkasan APBD menurnt urusan pemerintahan dacrah dan OTEANisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembsayaan;

d. rekapitulasi belanja tnenurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program Jan kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daersh untuk keselarasan dan keterpaduan urnsan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan
negara;

daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar piutang dagrah;

daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

dafiar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
j. dafiar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;

B

-

k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam fahun anggaran ini;

1. daftar dana cadangan daerah; dan
m. daftar pinjaman daerah.

(3) Rancangen peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBI)} sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
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a. ringkasan penjabaran APBL;

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan,
belanja dan pembiayaan.

(4} Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib memuat penjelasan sebagai berikut:

a, untuk pendapatan mencakup dasar hukum;
b. untuk belanja mencakup lokasi kegiatan; dan

¢. untuk pembiayaan mencakup dasar hukum dan sumber penetimaan
pembiayaan untuk kelompok penerimaan pembiayaan dan fujuan
pengeluaran permbiayaan untuk kelormpok pengeiuaran pembiayaan.

Pagal 99

(1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD
disampaikan kepada Kepala Daerah.

(2) Rancangan perafuran daerah tentang APBD} sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat.

{3} Sosialisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) bersifat memberikan jnformasi mengenai hak dan kewajiban
pemerintzh daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran
yang direncanakan.

(4) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah tentang APBT dilaksanakan oleh
sekretaris dasrah selaku koordinator pengelolaan kevangan daerah.

BABY
PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu
Peoyampaian dan Pembahasan
Rancangan Perafuran Daerah tentang APBD

Pasal 100

{1} Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD
beserta lampirannya kepada DPRD paling larbat pada minggu pertama bulan
Oktober iahun anggaran sebelumnya dari tabhun yang direncanakan untuk
mendapatkan persetujuan bersama.

(2} Penyampaian rancangan petaturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diseriai dengan nota kevangan.

(3) Dalam hal Kepala Dacrah dan/atau pimpinan DPRD berhalangan tetap, maka
pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku
penjabat/pelaksana tugas Kepala Dacrah dan/atau selaku pimpinan sementara
DPRD yang menandatangani persetujuan bersama.
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Pasal 101

(1) Penctapan agenda pembahasan rancangan peraturan daersh femtang APBD
untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal
100 ayat (1), disesuaikan dengan tata tertib DPRDD.

(2} Pembahasan rancangan peraturain dacrah ditekankan pada kesesuaian
rancangan APBD dengan KUA dan PPAS.

(3} Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, DPRD dapat
nieminta REA-SKPD berkenaan dengan program/kegiatan tertentu dan RKA-
PPKD.

{4) Basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dituangkan dalam
dokumen persetuiuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

(5) Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD terhadap rancangan
an daerah tenteng APBD ditandatangani oleh Kepala Dacrah dan
pimpinan DFRD paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

(6) Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap, penandatanganan persefujuan
bersama dilakukan oleh penjabat/pelaksana tugas Kepala Daerash vang
ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.

(7) Dalam hal pimpinan DPRID} berhalangan tetap, penandatanganan persetujuan
bersama dilakukan oleh pimpinan sementara DPRD. '

(8) Atas dasar persefujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat {4}, Kepala

Daerah menyiapkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD.

Pasal 102

(1) Dalam hal penetapan APBD mengalami keterfambatan, Kepala Daerah
melaksanakan pengeluaran sefiap bulan setinggi-tingginya sebesar 1/12
{(seperdusbelas) APBD tahun anggaran sebelumnya.

(2) pengeluaran sefinggi-tingginya untuk pengeluaran sefiap bulan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibatasi hanya untuk belanja yang bersifat tetap seperil
belanja pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.

Paszal 103

(1y Apabila DPRD sampai batas wakt sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101
ayat (5) tidak menetapkan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, Kepala Daetah
melaksanakan pengeluaran setinggi-tngginya sebesar angka APBD tabun
anggaran sebelumnya untuk membiayai kepezluan setiap bulan.

(2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan scbagaimana
dimaksud pada ayat (1} diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.

(3) Belanja yang bersifai mengikat schagaimana dimaksud pada ayat (2)
merupakan belanja yang dibutulkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleb pemerintah dacrah dengan jumlah yang cukup uniuk
keperluan setiap bulan dalam tshun anggaran yang bersangkutan, seperti
belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
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(4) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

Pasal 104

(1) Rencana pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1)
disusun dajam rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD.

(2) Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
a. ringkasan APBI;
b, ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiaian, kelompok, jemis, cbyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

d. rekapitulasi belanja memurut urusan pemerintahan daerah, orgamisasi,
program dan kegiatan;

e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasarn dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negard,

dafiar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

daftar piutang dacrah;

daftar penyertaan modal (invesiasi) daerah;

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap dacraby;

daftar perkiraan penarnbahan dan pengurangan aset lain-lain;

k. daflar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

I. daftar dana cadangan daerah; dan

m. daftar pinjaman daerah.

(3) Rancangan peraturan Kepala Daersh tentang APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari
gubernur,

(4) Kepala Dacrah dapai melaksanakan pengeluaran sebagaimana ditnaksud
dalarn Pasal 103 ayat (1) setelah peraturan Kepala Daerah tentang APBD
tahun anggaran berkenaan ditetapkan.

=
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Pasal 105

(1) Penyampaian rancangan peratwran Kepala Daerah untuk tnempercleh
pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat {3) paling lama
15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak DPRD tidak menetapkan persetujuan
bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang
APBD.

(2) Apabila dalam batas wakm 30 (tiga puluh) hari ketja gubernur tidak
mengesahkan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah menetapkan rancangan peraturan
Kepata Daerah dimaksud menjadi peraturan Kepala Daerah.
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Pasal 106

Pelampauan dari pengeluaran sefinggi-tingginya sebagaimana ditetapkan dalam
Pasal 103 ayat (1), depat dilakukan apabila ada kebijakan pemerintah untuk
kenaikan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil, bagi hasil pajak daerah dan
refribusi daerah yang ditetapkan dalam undang-undang, kewajiban permbayaran
pokok pinjaman dan bunga pinjaman yang telah Jjatuh tempo serta pengeluaran
Yang mendesak diluar kendali pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Evaiuasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Pasal 107

(1} Rancangan peraturan daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama
DPRD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD
sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari kerja
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

(2) Penyampaian rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai
dengan :

a. persetuyjyan bersama antara pemerintah daersh dan DPRD terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD:

b. KUA dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah den pimpinan
DPRD:;

c. risalah sidang jalannya pembahasan terthadap rancangan peraturan daerah
tentang APBD; dan

d. nota kevangan dan pidatc Kepala Daerah perihal penyampaian nota
keuangan pada sidang DPRD.

(3) Apabila gubermur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan
peraturan dacrah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah
tentang penjabatan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah menetapkan
rancangan dimaksud menjadi peraturar dacrh dan peraturan Kepala Daerah,

(4} Dalam hal gubemur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan dasmh
tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (twjuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil ¢valuasi,

(5) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
dilakukan Kepala Daerah dan/atan TAPD bersama dengan panitia anggaran
DPRD.

(6) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan ocleh
pimpinan DPRYY dengan Keputusan pimpinan DPRD,

(7) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {6), dijadikan
dasar penetapan peraturan daerah tentang APBD,

(8) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), bersifat
final dan dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
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(9} Sidang paripuma berikutnya sebapaimana dimaksyd pada ayat (8) yakni
setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

(10} Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {6) disampaikan
kepada pubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersehut
ditetapkan.

(11) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, penaﬁdaxanganan keputusan
pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan sementarg DPRD,

Bagian Ketiga
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan
Peraturan Kepala Daerah teniang Penjabaran APED

Pasal 108

(1} Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan Kepala
Daerah temtang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh
Kepala Daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD,

{2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Kepala
Daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling [ambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnyva.

(3} Dalam hzal Kepala Daerah berhalangan tetap, maka pejabat vang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku penjabat/pelaksana tagas
Kepaia Daerah yang mengtapkan peraturan dacrsh tentang APBD dan
peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD.

{4} Kepaia Daecral menyampaikan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada gubemur paling lama 7
{tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

(3) Untuk memenuhi asas transparansi, Kepala Daerah wajib menginformasikan
substansi perahwan daerah tentang APBD kepada masyarakat yang telah
diundangkan dalam lembaran daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatn
Azas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 109

(1) Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan
urusan pemenntahan daerah dikelola dalam APBD.

{2) Betiap SKPD yang mempunyai  tugas memungut Jdap/atan  menerima
pendapatan dacrah wajib melaksanakan pemungutan danfatau penerimaan
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
atau ketentuan Jainnya yang berlakn.

(3) Penerimaan  SKPD  dilarang  digunakan langsung  untuk  membiayai
pengeluaran, kecnali ditentukan lain oleh peraturan perandang-umdangan,
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(4) Penerimaan SKPD berupa vang atau cek harus disetor ke rekenihg kas wmum
daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.

(5 Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi
uniuk setiap pengeluaran belanja.

{6) Pengeluaran tidak dapai dibebankan pada anggaran belanja jika wmuk
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

{7} Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan jika dalam
keadaan darurat, vang selamutnya diusulkan dalam rancangan perubahan
APBD dan/atan disampaikan dalam laporan realisasi anggarar.

(8) Kriteria keadaan darwrat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

(9) Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban angparan daerah
untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

{10) Pengeluaran belanja dagrabh menggunakan prinsip hemat, tidak mewah,
efektif, efisien dan sesuai dengan ketentvuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedoa
Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Paragraf 1
Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD

Pasal 110

(1) PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan dasrah tentang APBD
ditetapkan, memberitahnkan kepada semua kepala SKPD agar menyusun
rancangan DPA-SKPD dan kepala SKPKD agar menyusun rancangan DPA-
PPKD.

(2% Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1}, merinei sasaran
yang hendak dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan wmuk
mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta
pendapatan yang diperkirakan.

{3) Rancangan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD dan Kepala SKPKD
menyerahkan rancangan DPA-PPKD kepada PPKD paling lama & (enam) hari
kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 111

{1} Pada SKPKD disusun DPA-SKPD dan DPA-PPED.

(2) DPA-SKPD memuat program/kegiatan yang dilaksanakan oleh PPKD selaku
SKPD.

{3) DPA-PPKD digunakan untuk menampung :
a. pendapatan yang berasal dari dana perimbangan dan pendapatan hibah;
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b. belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bamtuan sosial,
belanja bagt hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga;

. penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dacral.

Pasal 112

{1} TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan DPA-PPKD bersama-
sama dengan kepala SKPD dan kepala SKPKD paling lama 15 (lima belas)
hari kerja sejak ditetapkannya perahman Kepala Daerah tentang penjabaran
APBD.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD
mengesahkan rancangan DPA-SKPD} dan rancangan DPA-PPKD dengan
persetujuan sckretaris daerah.

(3) DPA-SKPD dan DPA-PPKD yung telah disahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2) disampaikan kepada kepala SKPD dan kepala SKPKD, satuan
kerja pengawasan daerah dan Badan Pemeriksa Kevangan paling lama 7
(tujuh) hari Ketja sejak tanggal disahkan,

(4) DPA-SKPD dan DPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunskan
sebagal dasar pelaksanaan angpgaran oleh kepala SKPD selaku pengguna
anggaran/pengguna barang dan kepala SKPKD.

Paragraf 2
Anggaran Kas

Pasal 113

{1) Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan
angparan kas SKPD.

{2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-
SKPD.

(3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan
pembahasan DPA-SKPD,

Pasal 114

(1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah daerah guna mengatur
ketersediaan dana yang cuknp untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran
sesual dengan rencana penarikan dana yang tercantym dalam DPA-SKPD
yang telah disahkan.

(2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat perkiraan arus
kas masuk yang bersumber darl penerimaan dan perkiraan arus kas keluar
yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

(3} Mekanisme pengzlolaan anggaran kas pemerintab dacrah ditetapkan dalam
peraturan Kepala Dacrah.




49

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Paszal 115

{1) Semua pendapatan daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.
{2) Setiap pendapatan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan szh.

Pasal 116
(1) Setiap SKPD yang memungut pendapatan dacrah wajib mengintensifkan
pemungutan pendapatan yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.

(2} SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam
peraturan dacrah.

Pasal 117

(1} Penerimaan SKPD yang mernupakan penerimaan daerah tidak dapat
dipergunakan langsung untuk pengeluaran.

(2) Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan dalasn bentuk
apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat
dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi danfatau pengadaan barang
dan jasa termasuk pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai
akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari hasil
pemanfastan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan
dagrah.

(3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila
berbentuk uang harus disetor ke rekening kas umum daerah dan berbentuk
barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

Pasal 118

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan membebankan
pada pendapatari yang bersangkutan umiuk pengembalian pmdapatan yang
terjadi dalam tahun yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan vang tetjadi pada tahun-tahun
sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.

{3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2) harus
didukung dengan bukti vang lengkap dan sah.

Pasal 119

Semua pendapatan dana perimbangan den lain-lain pendapatan daerah yang ssh
dilaksanakan melalui rekening kas umum dacrah dan dicatat sebagai pendapatan
daerah.
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Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 120

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti
vang lengkap dan sah.

{2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh
pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang
timbu! dari penggunaan bukii dimaksud.

(3) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan
sebelum peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan ditempatkan dalam
lembaran daerah.

(4) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk untuk
belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja
yang bersifat tetap yang ditetapkan dalam peraturan Kepsla Daerah.

(5) Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib scbagaimana
dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan dalam Pasal 103 ayat (3) dan
ayat (4).

Pasal 121

{1} Pemberian subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), dan
Pasal 47 ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Kepala Daerah.

(2) Penerirta subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantean kevangan bertanggung
jawab atas penggunaan nang/barang dan/atau jasa yang diterimanya dan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Kepala
Daerah,

{(3) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial,
dan bantuar keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) ditetapkan dalam
peraturan Kepala Daerah.

Pasal 122

(1) Apabila setelsh ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD Pemerintah
Daerah menerima lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana
dimaksud dalam pasal 28 huruf a, huruf b, dan huruf e yang sudah ditetapkan
peruntukannya, maka kegiatannya dapat langsung dilaksanakan oleh SKPD
sesual dengan kegjatan dan kode rekening yang berkenaan, yang selanjutnya
dituangkan dalarn Peraturan Daerah tentang Perubzahan APBDD.

(2) Dalam hal pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima setelah
ditetapkanmya Peraturan Dagcrah tentang Perubahan APBD, maka kegiatan
tersebut dapat dilaksanakan oleh SKPD dan dilaporkan dalam laporan
Realisasi Anggaran.

(3} Pelaksanaan pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Daerah dan diformulasikan
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sebagai dasar pelaksanaan
kegiatan dimaksud yang selanjuinya diberitahukan kepada DPRD paling lama
1 {satu) bulan terhitung sejak peraturan Kepala Daerah dimaksud ditetapkan.
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Pasal 123

(1) Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam
APBD untuk mendanai tanggap darirat, penanggulangan bencana alam
dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebiban penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan
keputusan Kepala Daerah dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1
(satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

(2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berdasarkan kebutvhan yang diusulkan dari instansi/lernbaga berkenaan
setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya
tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari
APBN,

(3) Pimpinan instansi/lembaga penerima dana tanggap darurat bertanggungjawab
atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan realisasi
pengmmaan kepada atasan Jangsung dan Kepala Dacrah.

(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjaweban belanja tidak terduga untuk
tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam
peraturan Kepala Daerah.

Pasal 124
Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak
lainnya, wajib menyetorkan selurvh penerimaan potongan dan pajak vang
dipunguinya ke rekening kas negara pada bank yang ditetapkan oleh Menieri
Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 125

Untuk kelancaran pelaksansan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran dapat diberikan vang persediaan vang dikelola oleh bendahara
pengeluaran.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Paragraf 1
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sehelumnya

Pasal 126

Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan

penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:

2. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada
realisasi belanja;

b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung,

¢. mendanai kewajiban lainoya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum
dizelesaikan.
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Pasal 127

{1) Pelaksanaan kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 horuf
b didasarkan pada DPA-SKPD yang telah disahkan kerubali oleh PPKD
menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL-SKPD) tabun anggaran berikuinya.

(2) Untuk mengesahkan kembali DPA-SKPD menjadi DPAL-SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir vealisasi
pelaksanaan kegistan fistk dan wvon-fisik maupun keuangan kepada PPKD
paling lambat pertengahan bulan Desember tahun anggaran berjalan,

(3) Jumlah anggaran dalam DPATL-SKPD dapat disahkan setelzh terlebih dahnln
dilakukan pengujian terhadap :

a. sisa DPA-SKPD yang belum diterbitkan SPD dan/atan belum diterbitkan
SP2D) atas kegiatan yang bersangkutan;

b. sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D ; atau
¢. SP2D vang belum dinangkan.

(4) DPAL-S8KPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud padz ayat (1) dapat
dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan ¢dan peunyelesaian
pembayaran,

(3) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan daiam bentuk DPAL memenathi kriteria

a. pekerjaaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran
berkenaan; atan

b. keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalajan
pengguna anggaran/barang atau rekanan, namun karena akibat force
majeur,

Paragraf2
Dana Cadangan

Pasal 128

(1) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas name dana cadangan
pemerintah dacrah yang dikelola oleh BUD.

(2} Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan
lain di lnar yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan
dana cadangan.

(3) Program dan kegiatan vyang ditetapkan berdasarkan peraturan daersh
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan apabila dana cadanpan
telah mencukupi nntmk melaksanakan program dan kegjatan.

(4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaitnana dimaksud pada ayat
(3), dana cadangan dimaksud terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening
kas umum daerah.

{5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi sejurnlah
pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan
kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan
dalam peraturan daerah tentang perabentukar dana cadangan.

(6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan
surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.
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(7} Dalamn hal program dan kegiatan sebagaimana dimaksnd pada ayat (3}, telah
selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka dana cadangan
yang masih tersisa pada rekening dana cadangan, dipindahbukukan ke
rekening kas umum daerah.

Pazal 129

(1) Dalam hal dana cadangan yang ditempatkan pada rekening dana cadangan
belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat
ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan tisiko
rendah.

(2) Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangen dan peuempatan
dalam portofolio sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), menambah jumlah
dana cadangan.

(3) Portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. deposito;
b. sertifikat Bank Indonesia (SBI);
c. surat perbendaharaan negara {SI'N};
d. surati utang negara (SUN); dan
e, surat berharga [ainnya yang dijanin pemerintah.

(4) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana

cadangan diperfaknkan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/
kegiatan Jainnya.

Paragraf 3

Investasi
Pasal 130

(1) Investasi awal dan penambahan investasi dicatat pada rekening penyertaan
modal (invesiasi) daerah.

(2) Pengurangan, perjualan, danfatau pengalihen ivestasl dicatat pada rekening
penjualan kekayaan daerah vang dipisahkan {divestasi modal).

Paragraf 4
Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah

Pasal 131

(1} Penerimaan pinjaman daerah dan obligasi daerah dilakukan melalui rekemug
kas umum daerah.

(2} Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, bersumber dari :
a. pemerintah;
b. pemerintah daerah lain;
¢. lembaga kevanpan bank;
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d. lembaga keuangan bukan bank; dan
&, masyarakat.

(3) Pemerintah daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak
lain.

(4) Pendapatan daerah dan/atau aset daerah (barang milik daerah) tidak boleh
dijadikan jaminan pinjaman daerah.

(3) Kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah beserta barang milik daerah yang
melekat dalam kegiatan tersebut dapat dijadikan jaminan obligasi daerah.

Pasal 132

Kepala SKPKIY melakukan penatausahzan atas pinjaman daerah dan obligasi
dacrah.

Pasal 133

(1} Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi kumulatif pinjaman dan
kewajiban pinjaman kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri
setiap akhir semester tahun angparan berjalan,

{2) Posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) texdiri atas:

a. jumlah penerimaan pinjaman;
b. pembayaran pinjaman (pokok dan bunga); dan

¢. sisa pinjaman.

Pasal 134

(1) Pemerintah daerah wajib membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah yang telah jaiuh tempo.

(2} Apabila anggaran yang tersedia dalam APBD/perubahan APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi
daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dapat melakukan
pelampauan pembayaran mendahului perubahan atau setelah perubahan
APBD.

Pasal 135

{1) Pelampavan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah
sebelum perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam pembahasan
awal perubahsn APBD.

(2) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok utang dan/atau oblipasi daerah
setelzh perubahan APBD dilaporkan kepada DPRD dalam laporan realisasi
Anggaran.

Pasal 136

(1) Kepala SKPPKD melaksanakan pembayaran bunga dan cicilan pokok utang
dan/atau obligasi daerah yang jatuh tempo,
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{Z) Pembayaran bunga pinjaman dan/atau obligasi daerah dicatat pada rekening
belanja bunga.

(3) Pembayaran denda pinjaman dan/atau obligasi daerzh dicatat pada rekening
belanja bunga.

(4) Pembayaran pokok pinjaman dan/atau obligasi dacrah dicatat pada rekening
cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 137
(1) Pengelolaan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah,

(2) Peraturan Kepala Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang--
kurangnya mengatur inengenai:

a. penctapan straiegi dan kebijakan pengelcolaan obligasi daerah termasuk
kebijakan pengendalian resiko;

=3

perencanaan dan penetapan portofolio pinjaman daerah;
penerbitan obligasi daerah;

penjualan obligasi daerah melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
pembelian kembali obligasi daerah sebelum jatuh tempo;

f. pelunasan; dan

g aktivitas lain dalam rangka pemgembangan pasar perdana ke pasar
sekunder obligasi daerah.

(3} Penyusunan peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

/B

o

Paragraf 5
Piutang Daerah
Pasal 138
{1) Setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waku,

(2) PPK-S3KPD melakukan penatausahaan atas penerimaan piutang atau tagihan
daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD.

Pasal 139
(1} Pintang atau tagihan daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya pada
saat Jatuh tempo, diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pimtang dacrah jenis terfentu seperti piutang pajak daerah dan piutang
retribusi daerah merupakan prioritas untuk didahmlukan penyelesaiannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

(1) Piutang daerah yang terjadi scbagai akibat hubungan keperdataan dapat
diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang daersh yang cara
penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan.
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(2) Piutang daerah dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian
secara mutlak atau bersyarat, kecunali cara penyelesaiannya diatur tersendiri
dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan
cleh:

a. Kepala Daerah untuk jumlah sampai dengan Rp.5.000.600.000,00 {lima
tailiar rupiah)

b. Kepala Dacrah dengan persetujuan DPRD} untuk jumlah Jebih dari
Rp.5.000.600.000,0G (lima miliar rapiah).

Pagal 141

(1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan dan menatausahakan piutang
daerah.

(2) Untuk melaksanakan penagihan piutang daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kepala SKPED menyiapkan bukti dan administrasi penagihan.

Pasal 142

(1) Kepala SKPKD setiap bulan melaporkar realisasi penerimaan piutang
kepada Kepala Daerah.

(2) Bukti pembayaran pintang SKPKD dari pihak ketiga harus dipisahkan
dengan bukti penerimaan kas atas pendapatan pada tahun anggaran berjalan,

BAB VIH
PERUBAHAN APRD

Bagian Kesatu
Dasar Pernbahan APBD

Pasal 143

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA:

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;

¢. keadaan yang menycbabkan saldo anggaran Iebih tahun sebeiumnya
harus digunakan dalam tahun berjalan;

d. keadaan darurat; dan/atan
e. keadaan luar biasa,

(2) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
anggaran, kecnali dalam keadaan huar biasa.
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Bagian Kedua
Kebijakan Umum serta Prioritas dan

Flafon Anggaran Sementara Perubahan APED

Pasal 144

(1) Perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidzk sesuai dengan asumsi
KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) buruf a dapat berupa
terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah,
alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula
ditetapkan dalam KUA.

(2) Kepala Daerah memformulasikan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya
perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a ke
dalam rancangan kebijakan umnm perubahan APBD serta PPAS perubahan
APBI.

(3) Dalam rancangan kebijakan umum perubshan APBD dan PPAS perubahan
APBD schagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan secara lengkap
penyjelasan mengenai:

a. perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;

b. program dan kegiatan yang dapat dinsulkan untuk ditampung dalam
perubzhan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan
APBD tahun anggaran berjalan;

c. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi dalam
perubahan APBD apabila asurnsi KUA tidak tercapai; dan

d. capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus ditingkatkan dalam
perubahan APBD apabila melampani asumsi KUA.

(4) Rancangan kebijakan umum perubaban APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana ditnaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling
lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berjalan.

(5) Rancangan kebijakan umnm peribahan APBD dan PPAS perubahan APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), setelah dibahas selanjuinya disepakati
menjadi kebijakan umum perubshan APBD serta PPAS perubahan APBD
paling lambat minggu kedua bulan Agustus tahun anggaran betjalan.

(6) Dalam hal persetujuan DPRD terhadap ratcengan peraturan daerah tentang
perubahan APBD diperkirakan pada akhir bulan September tahun anggaran
berjalan, agar dihindari adanya penganggaran kegiatan pembangunan fisik di
dalam rancangan peraturan dacrah tentang perubahan APBD.

Pasal 145

Kebijakan umum perubshan APBD dan PPAS perubshan APBD yang telah
disepakati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 ayat (35), masing-masing
dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala
Daerah dengan pimpinan DPRD dalam waktu bersamaan.
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Pasal 146

(1) Berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1435,
TAPD menyiapkan rancangan surat edaran Kepala Daerah perthal pedoman
penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan barn dan/atau
kriteria DPA-SKPD yang dapat diubak untuk dianggarkan dalam pernbzahan
APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD dan RKA-PPKD yang mermuat
tambahan/pengurangan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan/atau criteria
DPA-PPKD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD
sebagai acuan kepala SKPKD.

(2) Rancangan surat edaran Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:

a. PPAS perubshan APBD yang dialokasikan untuk program bar danvatau
kriteria DPA-SKPT} yang dapat diubah pada setiap SKPD ;

b. batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan/atan DPA-SKPD yang telah
diubah kepada PPKD;

c. dokumen sebagai lampiran meliputi kebijakan vmum perubahan APBD,
FPAS perubahan APBD, standar analisa belanja dan standar harga.

(3) Pedoman penyusunan RKA-SKPD dan RKA-PPKD dan/atau kriteria DPA-
SKFD dan DPA-PPKD yang dapat diubah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), diterbitkan oleh Kepala Daerah paling lambat minggu ketica bulan
Agustus tahun anggaran berjalan.

Pasal 147

Tata cara penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasai 146 avat
(1) berlaku ketentuan dalam Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 , Pasal 92, Pasal
93, Pasal 94, Pasal 95 dan Pasal 96.

Pasal 148

(1) Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) dapat

berupa peningkatan atau pengurangan capaian target kinerja program dan
kegiatan dari yang telah ditetapkan semuia,

(2) Peningkatan atau pengurangan capajan target kinerja program dan kegiatan
sebagaitana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan dalam format dokumen
pelaksanaan perubaban anggaran SKPD {DPPA-SKPD).

(3} Dalam format DPPA-SKPD dijelaskan capaian target kinerja, kelompok, jenis,
obyek, dan rincian obyek pendapatan, belanja serta pernbiayaan baik sebelum
dilakukan pernbahan maupun setelah perubahan.

Bagian Ketiga
Pergeseran Anggaran

Paxzal 149

(1) Pergeseran anggaran aptar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf b serta
pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek
belanja difonmnlasikan daiam DPPA-SKFD.
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{2) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dapat
dilakukan atas persetujuan PPKD.

(3} Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan dilskukan atas
persetnjuan sekretaris daerah.

{4} Pergeseran anggaran scbagaimana dimaksud pada ayat (2} dan ayat (3)
dilakukan dengan cara tnengubah peraturan Kepala Dacrah tentang penjabaran
APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selznjuinya dianggarkan dalam
rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBID,

{5) Pergeseran anggaran antar unit crganisasi, antar kegiatan, dan antar jenis
belanja dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan daerah tentang APBD.

{(6) Anggaran yang mengalami{ perubahan baik berupa penambshan danfatau
pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada avat (1}, harns
dijelaskan dalam kolom keterangan peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran perubahan APBD.

{7) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksnd ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam
peraturan Kepala Daerah.

Bagian Keempat
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tabun Sehelumnya
Dalam Perubabhan APBD

Pasal 1)

{1} Saldc anggaran lebih tahun sebelumnya merupakan sisa iebih perhitungan
tahun anggaran sebelumnya.

(2) Keadzan yang mmenyebabkan saldo anggaran lebth tahun sebelumnya harus
digumakan dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksod dalam Pasal
143 ayat (1) huruf ¢ dapat berupa:

a. membayar bunga dan pokok utang dan/atan obligasi daerah vang

melampaui anggaran vang tersedia mendahului perubaban APBD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 avat (2);

b. melunasi seluruh kewajiban bunga dan pokok utang;

¢. mendanai kenaikan gaji dan tunjangan PNS akibat adanya kebijakan
pemerintah;

d. mendanai kegiatan lanjuian sesuai dengan ketentuan Pasal 127,

e. mendanal program dan kegiatan baru dengan kriteria harus digelesaikan
sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran berjalan; dan/atau

f. mendanai kegiatan-kegiatan yang capaian target kinerjanya ditingkatlan
dari yang telah ditetapkan semula dalam DPA-SKPD tahun anggaran
berjalan vang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian
pembayaran dalam takuon anggaran berjalan.

(3) Penggunaan saldo anggaran tahun sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) buruf a, huruf b, horuf ¢, dan horf £
diformulasikan terlebih dahuin dalam DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD.




60

(4) Penggunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran scbagaimana dimaksud pada avat (2) huruf d diformulasikan
terlebih dahulu dalam DPAL-SKPD.

(5) Pengpunaan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya untuk mendanai
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diformulasikan
terlebih daizln dalam RKA-SKPD.

Bagian Kelima
Pendanaan Keadaan Dararat

Pasal 151

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf d
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah dacrah dan
tidak dapat diprediksikan sebelurnya;
h. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
¢. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. memiliki dampak vyarng signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
{2) Dalam keadaan darurat, pemerintzh daerah dapat melakukan pengeluaran

vang belum tersedia anggarannya, vang selanjuinya diuvsulkan dalam
rancangan perubahan APBD.

{3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana
dimaksud pada ayai (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hat belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan
cara:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

k. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

(5} Pengelnaran sebagaimana dimaksnd pada ayat (2) termasuk Eela.nja wviuk
keperluan mendesak, yang kriterianya sebagai berikut :

a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggatannya
belum tersedia dalam tahun anpgaran berjalan; dan

t. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi pemerintah dacrah dan masyarakat.

(6) Penjadwalan ulang capaan target kinerja program dan kegiatan lainnya
dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
diformulasikan terlebih dahuh: dalam DPPA-SKPD.

{7} Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) diformuiasikan terlebih dahule dalam RKA-SKPD.

(8) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD,
pemerintah  daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi
anggaran.
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(9) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(8) diformulasikan terlebih dahuln dalam REKA-SKPD untuk dijadikan dasar
pengesshan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoieh persetujuan
sekretaris daerab.

{10 Pelaksanaan pengeluaran untuk tnendanai kegiatan dalam keadaan darurat

D

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan
dengan peraturan Kepala Daerah,

Bagian Keenam
Pendanaan Keadaan Luar Biasa

Pasal 152
Keadaan Tuar biasa scbagaimana dimaksud dalam Paszl 143 ayat (1) huruf e

. merupakan keadaan yang imenyebabkan estimasi penerimaan dan/atau

(2)

(1)

(2)

(3

(4)

(1

)

(3)

pengeluaran dalam APBD mengatami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%
(lima puluh persen}.

Persentase 50% (lima pulub persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
merupakan selisih (gap) kenaikan atan penurunan antara pendapatan dan
belanja dalam APBD.

Pasal 153

Dalam hal kejadian Tuar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dalam
APBD mengalami peningkatan Iebth dari 50% (lima puleh persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), dapat dilakukan penambahan
kegiatan baru dan/atan penjadwalan nlang/peningkatan capaian target kinerja
program dan kegiatan dalam tahun anggaran berjalan.

Penambahan  kegiatan baru  scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD.

Penjadwalar ulang/peningkatan capaian target kinerja program dan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) diformulasikan terlebik dahulu dalam
DPPA-SKPD.

REA-SKPD dan DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {2} dan ayat

(3) digunakan sebagai dasar penynsunan rancangan peraturan daerah tentang
perubahan kedua APBD.

Pasal 154

Dalam hal kejadian Iuar biasa yang menyetabkan estimasi penerimaan dalam
APBT) mengalami penurunan lebih dari 50% (lima puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 152 ayat (1), maka dapat dilakukan penjadwalan
ulang/pengurangan capaian target kinerja program dan kegiatan [zinnya dalam
tahun anggaran berjalan.

Penjadwalan ulang/pengurangan capaian tarpet sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} diformulasikan ke dalam DPPA-SKPD.

DPPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada avat {2) digunakan sebagai dasar
penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua APBD.
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Bagian Ketujuh
Penyiapan Raperda Perubahan APBD

Pasal 155

(1) REA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD yang
akan dianggarkan dalam perubahan APBID} yang telzh disusun oleh SKPD
disampaikan kepada PPKT) untuk dibahas lebih lanjut oleh TAPD.

(2) Pembahasan oleh TAPD dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara REKA-
SKPD) dan DPPA-SKPD scbagaimana dimaksud pada ayst (1) dengan
kebijakan umum perubahan APBD sertza PPAS perubahan APBD, prakiraan
maju yang direncanakan atan vang telah disehyjui dan dokumen perencanaan
[ainnya, seria capaian kinerja, indikator kinerja, standar analisis belanja,
standar satuan harga, dan standar pelayanan minimal,

(3) Dalam hal hasil pembahasan RKA-SXPD dan DPPA-SKPD yang memuat
program dan kegiatan yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD

terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), SKPD melakukan penyempurnaan.

Pasal 156

{1) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan DPPA-SKPD
vang akan dianggarkan dalam perubaban APBD yvang telah disempurnakan
oleh SKPD, disampaikan kepada PPKD untuk dibahas lebih lanjut oleh
TAPD.

{2) RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan barn dan DPPA-SKPD
yvang akan dianggarkan dalam perubahan APBD vang telah dibahas TAPD,
dijadikan bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD dan rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan
APBD olel PPKD.

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan APBD

Paragraf 1
Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Perubahan APBD

Pasal 157

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan perafuran Kepala
Daerah tentang penjabaran perubahan APBD} yvang disusun oleh PPKD meruat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami perubahan dan vang tidak
mengalami perubahan.

Paszal 158

{1) Rancangan peraturan daerah ientang perubahan APBD scbagannana
dimaksud dalam Pasal 157 terdiri dari rancangan peraturan daerah tentang
perubahan APBD beserta lampirannya.
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(2) Lampiran rancangan peraturan daerah sebagaimana dimeksud pada ayat (1)

(1)

(2}

(1)

(2}

(3

4

terdin dari:

a. ringkasan perubahan APBD;

b. ringkasan perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan
organisasi;

¢. rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

d. rekapitulasi perubaban belanja memorut urusan pemernntaban daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

¢, rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolazn
kevangan negara;

f. daftar perubaban jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

g. daftar kepgiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang behim
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

h. dafiar pinjaman daerab.

Fasal 159 -

Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubaban APBD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 157 terdiri dan rancangan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD beserta lampirannya.

Larnpiran rancangan peraturan Kepala Daerab sebagaimana dimaksnd pada
ayat {1) terdiri dari:

4. ringkasan pemjabaran perubahan anggaran pendapatan daecrah, belanja
daerah dan pembiayaan dacrah; dan

b. penjabaran perubahan APBD menurut orgamisasi, program, kegiatan,
kelompok, jenis, obyek, rincian obyek pendapatan, belanja dan
penbizyaan.

Pasal 160

Rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh
FPED disampaikan kepada Kepala Daerah,

Rancangan peraturan daerah fentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebelum disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD
disosialisasikan kepada masyarakat.

Sosialisasl rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) bersifat memberikan inforrmasi mengenai hak dan
kewajiban pemerintzh dacrah serta masyarakat dalam pelaksanaan perubahan
APBD tahun anggaran yang direncanakan.

Penyebarluasan rancangan peraturan dasrah tentang perubaban APBD
dilaksanakan oleh sekretaris dacrah.




Paragraf 2
Penyampaian, Pembahasan dan Penetapan

Raperda Perubahan APBD
Pasal 161

{1) Kepala Dmerah menyampaikan rancangan peraturan dasrzh tentang
perubahan APBI}, beserta [ampirannya kepada DPRD paling lambat
minggu kedua bulan September tahun anggaran berjalan untuk
mendapatkan persetujuan bersama. '

(2} Penyampalan rancangan peraturan dacrah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), disertai dengan nota keuangan perubahan APBI.

(3} DPRI} menciapkan agenda pembahasan rancangan peraturan dacrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada kebijakan
umum perubahan APBD serta PPAS perubahan APBD yang telah
disepakati antara Kepala Daerah dan pimpinan DPRID.

(5) Pengambilan keputusan DPRD ik menyetujui rancangan peraturan
daerah tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1},
paling lambat 3 (tiga} bulan sebelum tahun angparan yang bersangkutan
berakhir,

Paragraf 3
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Peruhahan APBED
Pasal 162

Pelaksanaan evaluas) dan tata cara penyempurnaan hasii evaluasi serta
penetapan rancangan peraturan daevah tentang perubahan APBD dan
rancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran perubahan APBD
menjadi peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah berlaku ketentman
Pasal 107,

Paragraf 4
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD

Pasal 163

(1) PPKD) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
perubahan APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala
SKPD agar menyusun rancangan DPA-SKPD terbadap program dan
kegiatan dan DPA-PPKD yang dianggarkan dalam perubahan APBD.

{2) DPA-SKPD dan DPA-PPKD vang wmengalami perubahan dalam tahun
berjalan seluruhmya harus disalin kembali ke dalam Dokumen Pelaksanaan
Perubahan Angparan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dan
Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelolan Keuangan
Dacrah (DPPA-SKPD).
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(3) Dalam DPPA-SKPD sebagaimana dimsksud pada ayat (2), terhadap
rincian obyek pendapatan dan belanja yang mengalami penambahan atau
pengurangan atau pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar
belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum dilakukan perubahan
maupun setelah ditakuken perubahan,

(4) Dalam DPPA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap
rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengalami
penambzhan atau penguranpgan atau pergeseran harus disertai dengan
penjclasan latar belakang perbedaan jumlah anggaran baik sebelum
dilakukan perubahan maupun setelah dilakukan perubahan.

(5) DPPA-SKPD dan DPPA-PPKD dapat dilaksanskan setelah dibahas
TAPD, dan disahkan oleh PPKD berdasarkan perseiujuan sekretaris
daerah.

BAR IX
PENGELOLAAN KAS

Bagian Kesatu
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Paxal 164

(1) BUD bertanggung jawab terhadap pengelolzan penerimaan dan
pengeluaran kas daerah.

{2) Untuk mengelola kas dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat {1), BUD
mernbuka rekening kas wmum dasrah pada bank yang schat.

(3) Pemmjukan bank yang schat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Dagrah dan diberitabukan kepada
DPRD,

Pasal 165

Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan Jan pengelvaran kas
kepada SKEPD atau masyarakat, BUD dapat membuka rekening penerimaan
dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 166

(1) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 digunakan
untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

{2) Saldo rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap
akhir hari kerja wajib disetorkan seluruhnya ke rekening kas ummnm
daerah.

Pasal 167

{1) Rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 disi
dengan dana vang bersumber dari rekening kas vmurn daerah.
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(2} Jumlah dana yang disediakan pada rekening pengelparan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1} disesuaikan dengan rencana pengeluaran yang
telah ditetapkan dalam APBD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Angraran

Pasal 1638

(1) Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja,
dan pembiayaan pemerintah daerah.

(2) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
a, potongan Taspen;

potongan Askes;

potongan PPh;

potongan PPN;

penerimaan titipan uang muka;

penerimaan uang jaminan; dan
g, penerimaan lainnya yang sejenis.

(3) Pengeluaran kag sebagaimana dimaksnd pada ayat (1) seperti:
a. penyetoran Taspen;

penyetoran Askes;

penyetoran PPh;

penyetoran PPN;

Moo o

=

pengembalian titipan uang muka;
pengembalian uang jaminan; dan

oo™ oo o0

pengeluaran lainnya yang sejenis.

{(4) Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2} diperlalukan sebagai
penerimaan perhitungan pihak ketiga.

{5) Pengelnaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3} dilaknkan sebagai
pengeluaran perhitungan pihak ketiga,

{6) Informasi penerimaan kas dan pengelusran kas sebagaimani dimaksud
pada ayat (2} dan ayat (3) disajikan dalam laporan arus kas akiivitas non
anggaran.

{7) Penyajian informasi sebagaimana dimaksnd pada ayat {6} sesuai dengan
Standar Aknntansi Pemerintahan.

{8) Tata cara pengelolaan kas non anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} diatur dalam peraturan Kepala Daeraly,
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BAB X
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesain
Azas Umum Penatapsahaan Kevangan Daerah

Pasal 169

(1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau
menguasai  uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan
penatausahaan sesuai dengan peraturan pernndang-undangan.

{2y Pgjabat vang menandatangani dan/atau mengesabhkan dokumen yang
berkaitan dengan surat bukti yang menjadl dasar penerimazn dan/atau
pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap

kebenaran material dzn akibat yang timbul dari pengpunaan surat bukti
dimaksud.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penatauvsahaan Keuangan Daerah
Pasal 170
(1) Untuk pelaksanaan APBI}, Kepala Daerah menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPLY,

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

¢. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;

e. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;

f. bendahara pengeluaran yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi basil, belanja bantuan
keuangan, belanja tidak terduga, dan pengeluaran pembizyaan pada

SKPKD;

g, bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran pembantu
SKPD; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBRD.

{2) Penetapan pejabat yang ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.

(3) Penctapan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hwuf b,
didelegasikan ¢leh Kepala Daerah kepada kepala SKPD.
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{4) Pejabat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:

a. PPK-SKPD vang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada SKPD;

b. PPTK yang diberi wewenang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya;

¢. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan
pendapatan daerah;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani bukti penerimaan kag
dan bukti penerimaan lainnya yang sah; dan

¢, pembantu  bendahara penerimaan dan/atau  pembaptu bendahara
pengeluaran.

(3} Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4)

(D

@

()

dilaksanakan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 171

Untzk menduknng kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara
penerimaan dan bendahara pengelusran dapat dibantu oleh pembant:
bendahara.

Pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
melaksanakan fungsi sebagai kasir atau pembuat dokwtnen penerimaan

Pembantu bendahara pengelvaran sebagaimana dimaksud pada avat (1)
melaksanakan fungsi sebagal kasir, pembuat dokumen pengeluaran uang
atau penpgurusan gaji.

Bagian Ketiga
Penatansahaan Penerimaan

Pasal 172

(1) Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah pada bank

pemerintah/pemerintah provinsi/pernerintsh daerah yang ditunjuk dan
dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.

(2) Penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat {1}, dilakukan dengan cara;
a. disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga;

b. disetor melalm bank lain, badan, lembaga keuangan dan/atau kantor
pos cleh pihak ketiga; dan

c. disetor melalui bendahara penerimaan oleh pihak ketiga.
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Benda berharga seperti karcis retribusi sebagai tanda bukti pembayaran
oleh pihak ketiga kepada bendahara penctimaan sebagaimana dimaksud
pada ayat {2} huruf ¢ diterbitkan dan disahkan oleh PPKD.

Pasal 173
Bendahara penerimaan wajib inenyelenggarakan penatausahaan terhadap
seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimazn yang menjadi
tanggung jawabnya.

Penatausshaan atas penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan:

a. buku kas umum;
b.  buku pembantu per rincian obyek penerimaan; dan
¢. buku rekapitulasi pesierimaan harian,

Bendahara penerimaan dalam melakukan penatansahaan sebagaimana
dimaksnd pada ayat (2) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah);

b. surat ketetapan retribusi (SKR);

¢. Surat tanda setoran {STS);

d. surat tanda bukti pembayaran; dan

e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secata administratif atas pengelolasn wang yang menjadi tanggung
jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan
kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Bendahara penerimaan pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan
secara fungsional atas pengelolaan wang yang menjadi tanggung jawabnya
dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimasn kepada
PPKID selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada
ayai (4) dan ayat {5) dilampiri dengan:

a. buku kas wnum;
b, buku rekapitulasi penerimaan bulanan; dan

¢. bukti penerimaan lainnya yang sah.
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PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaloasi dan analisis atas laporan
pertanggungjawaban bendahara penerimaan pada SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5).

Venfikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (7}
dilakukan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan,

Mekanisme dan tatacara verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana
dimaksi] pada ayat {8) diatur dalam peraturan Kepala Dagrah.
Pasal 174

Dalam hal obyek pendapatan daerah tersebar atas pertimbangan kondisi
gsengrafis wajib pajak dan/atau wajib retribusi tidak mungkin membayar
kewajibannyz langsung pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos
vang bertugas melsksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan pembantn.

Bendahara  penerimaan  pembantu  wajib  menyelenggarakan
penatausabaan  terbadap seluruh  penerimaan dan  penyetoran atas
penerimaan yarg menjadi tanggung jawabnya.

Penatausahaan atas pencrimaan scbagaimana dimaksud pada ayat (2)
menggunakan:

a. buku kas umum; dan
b. buku kas penerimaan harian pembantu.

Bendahara penerimaan pembantn dalam melalukan penaiansahaan
s¢bagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan:

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah),

b. surat ketetapan retribusi (SKR);

¢. surat tanda setoran (STS);

d. surat tanda bukii pembayaran; dan

e. bukti penerimaan lainnya yang sah.

Bendahara penerimaan pembartu  wajib  menyampaikan laporan
pertanggungiawaban penerimaan kepada bendahara penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan berikutnya. '
Bendahara penerimaan sebagaimana dinaksud pada ayat (5) melakukan

verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban
penerimaa.
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Pazal 175

Kepala Daerah dapat menunjuk bank, badan, lembaga keuangan atau
kantor pos yang bertugas melaksanakan scbagian tugas dan fungsi
bendahara penerimaan,

Bank, badan, lembaga keuangan atau kantor pos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) menyetor seluruh nang yang diterimanya ke rekening kas
umum daerah paling lama 1 (satm) hari kerja terhitung sejak uang kas
tersebut diterima.

Bank, badan, lembaga keuangan atau kartor pos sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempertanggungjawabkan seluruh vang kas yang
diterimanya kepada Kepala Daerah melalui BUD.

Tata cara penyeteran dan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dan ayat (3} ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah.
Pasal 176

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yang

diterimartya ke rekening kas umum dacrah paling lama [ (satu) hari kerja

terhitung sejak uang kas tersebut diterima.

Bendahara penerimaan pembantu  mempertanggungjawabkan bukti

penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh nang kas yang diterimanya
kepada bendahara penerimaan.

Pasal 177

Pengisian dokumnen penatausahasn penerimaan dapat menggunakan aplikasi
komputer dan/atan alat elektronik lainnya.

Pasal 178

Dalam hal bendahara penerimaan berhalangan, maka:

.

apabila melebihi 3 (tiga} hari sampai selama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara penerimaan tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk vntuk melakukan penyetoran dan tugas-tugas
bendahara penerimaan atas tanggung jawab bendahara penerimaan yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

apabila melebihi ! (satu) bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan,
harus ditunjuk pejabat bendahara peperimaan dan diadakan berita acara
serab terima;

apabila bendahara penerimaan sesudah 3 (tiga ) bulan belum juga dapat
melaksanakan  tugas, maka dianggap vyang bersangkufan telah
mengundurkan diti atan berhenti dari jabatan sebagai bendahara
peneritnaan dan oleh karena it segera diusulkan penggantinya. :
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Bagian Keempat
Penatausahaan Pengeluaran
Paragraf 1
Penyediaan Dana

Pasal 179

(1) Setelah penetapan anggaran kas, PPKD dalam rangka manajemen kas
menerbitkan SPD.

(2) SPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD
untuk ditandatangani oleh PPKD.
Pasal 180

(1) Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD atau
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(2} Penerbitan 8PD sebagaimana dimakend pada ayat (1) dilakukan perbulan,
pertriwnlan, atau persemester sesuai dengan ketersediaan dana.
Paragraf 2
Permintaar Pembayaran

Pasal 181

(1) Berdasarkan SPD atan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180, bendahara pengeluaran

mengajukan SPP kepada pengguna angparan/Kuasa peéngguna anggaran
melalui PPK-SKPD,

(2} SPP sebapaimana dimaksud pada ayat (1) terditi dari:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP};

b. SPP Ganti Uang (SPP-GUY;

¢. SPP Tambahan Uang (SPP-TUD); dan
d. SPP Langsung (SPP-LS).

(3) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf 2, huruf b, dan
luruf ¢ dilampin dengan daftar rincian rencana penggunaan dana sampai
dengan jenis belanja.

Pasal 182

{1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-UP dilakukan oleh bendahara

pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa

penggutia anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka pengisian uang
persediaan.
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(2) Sistern dan prosedur penatausahaan SPP-UP diatur dalam peraturan bupati
tentang system dan prosedur penatausahaan dan akutansi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah,

Pasal 153

{1} Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh bendahara
pengeluaran untuk memperoleh persetujuan dari pengguna anggaran/kuasa
peugguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka ganti uang
persediaan.

(2) Sistem dan prosedur penatausahaan SPP-GU diatur dalam peraturan bupati
tentang system dan prosedur penatausahaan dan akutansi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuvangan daerzh,

Pazal 184

Ketentuan batas jumlah SPP-UP dan SPP-GU sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 182 dan Pasal 183 ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah.

Pasal 185

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-TU dilakukan oleh bendabara
pengeluaran untuk mempercleh persetujuan dari pengpuna anggaran/kuasa
pengguna anggaran melalui PPK-SKPD dalam rangka tambahan nang
persediaan.

(2) Sistern dan prosedur penatausahaan SPP-TU distur dalam peraturan bupati
tentang system dan prosedur penatausahaan dan akutansi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 186

Pengajuan dokumen SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU sebagaimana dimaksud
dalarn Pasal 182, Pasal 183 dan Pasal 185 ayat (1) digunakan dalam rangka
pelaksanaan pengeluaran SKPD yang harus dipertanggungjawabkan.

Pasal 187

(1) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran gaji dan
tunjangan dan ataz SPP-L8 Henor serta penghasilan lainnya sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dilakukan oleh bendahara pengeluaran

guna memperolch persetujuan pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran melalui PPK-SKPD,

(2) Sistem dan prosedur penatausahaan SPP-LS diatur dalam peraturan bupati
teutang system dan prosedur penatausahaan dan akutangi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan dacrah.
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Pasal 188

(1} PPTK menyiapkan dokumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa
untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam  rangka
pengajuan permintaan pembayaran.

(2) Sistems dan prosedur penatausahaan SPP-L3 diatur dalam peraturan bupati
tentang system dan prosedur penatausshaan dan akutansi, pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan daerah.

Pasal 189

(1) Permintaan pembayaran untuk suatn kegiatan dapat terdiri dari SPP-LS
dan/atan SPP-UPAGU/TU.

(2) SPP-L3 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembayaran langsung
kepada pihak ketiga berdasarkan kootrek dan/atau surat perintah kerja
setelah diperhitungkan kewajiban pihak ketiga sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) SPP-LS belanja barang dan jasa untuk kebutuhan SKPD vang bukan
pembayaran langsung kepada pihak ketiga dikelolz oleh bendzhara
pengeluaran.

{4) SPP-UP/GU/TU sebagaimana dirnaksud pada ayat {1) untuk pembayaran
pengeluaran lainnya yang bukan untuk pihak ketiga.

Pasal 190

Permintaan pembayaran belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sostal, belanja
bagi hasil, bantuan keuangan, dan pembiayaan oleh bendabara pengeluaran
SKPKD dilakuken dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD
melalui PPK-SKPKD.

Pasal 191

Sistern dan prosedur penatausahaan bendshara pengeluaran  dalam
menatausahakan pengeluaran pengeluaran permintaan pembayaran diatur
dalam peratoran bupati tentang system dan prosedur penatausahaan dan
akuansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah,

Pasal 192

{1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran meneliti kelengkapan
dokumen SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS wang diajukan oleh
bendahara pengeluaran.

(2) Peneclitian kelengkapan dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
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{3) Dalam hal kelengkapan dokumen yang diajukan sehagaimana dimaksud
pada ayat (2) tidak lengkap, PPK-SKPD mengembalikan dokumen SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS kepada bendahara pengelnaran untuk
dilengkapi.

Paragraf 3
Perintah Membayar

Pasal 193

(1) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat {2)
dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
menerbitkan SPM.

(2} Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud dalam Pazal 192 ayai (2)

dinyatakan tidak lengkap danfatau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

(3} Dalam hal pengpuna anggaran/kuasa pengguna anggaran berhalangan,
yang bersangkutan dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk
menandatangani SPM.

Pasal 194

(1) Penerbitan SPM sebagaimana dimaksud daiam Pasal 193 ayat (1) paling
lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen SPP.

(2) Penolakan penerbitan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat
(2) paling larna 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPP.

Pasgaj 1595

SPM vang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1)
diajukan kepada kuasa BUD unhik penerbitan SP2D.

Tasal 196

{1} Dokamen-dokumen yang digunakan oleh pengpuna anggaran/kuasa
pengguna  anggaran  dajam menatausahakan pengeluaran  perintah
membayar mencakup:

a. register SPM-UP/SPM-GU/SPM-TU/SPM-LS; dan
b. register surat penolakan penerbitan SPM.

(2) Penatausahaan pengeluaran perintah membayar sebagaimana dimaksud
pada avat (1} dilaksanakan oleh PPE-SKFD.
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Pasal 197

Setelah tahun anggarsn berakhir, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran
dilarang menerkitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan,

Paragraf 4
Pencairan Dana

Pasal 198

(1) Kuasa BUD maneliti kelengkapan dokumen SPM vyang diajukan cleh

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang
diajukan tidak melampani pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
dalam peraiuran peisndang-undangan.

{2) Kelengkapan dekumen SPM-UP untuk penetbitan SP2D adalah surat
pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

{3) Kelengkapan dokumen SPM-GU untuk penerbitan SP2D} mencakup:

4. surat pernyalaun tangpung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran;

b. bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lergkap.

(4 Kelengkapan dokonen SPM-TU untuk penerbitan SP2D adalah surat
pernyataan tangoung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

'{5) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup:

a. surat permyaluon anggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran; dan

b. bukti-bukti pooceluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan
kelengkapan persysratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-
undangan.

{6} Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
lengkap, kuasa 1:U1D) menerbitkan SP2D, '

(B Dalam hal dokuni o SPM sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dinyatakan
tidak lengkap dar::au fidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui
pagn anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

(8) Dalam hal kuase BUD berhalangan, yang bersangkutan dapat menunjuk
pejabat yang dibr: wewenang untuk menandatangani SP2D.
Pasal 199

(1) Penerbitan SP2D) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat (6) paling
lama 2 {dua) her iorjs terhitung sejak diterimanya pengajuan SFM.
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(2) Penolakan penerbitan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198 ayat
(7} paling lama 1 (sat:) hari kegja terhitung sejak diterimanya pengajuan
SPM.

Pasal 200

(1} Kuasa BUD menycrahkan SP2D} yang diterbitkan untuk keperiuan vang
persediaan/ganti ang  persediaanftambahan vang persediaan kepada

pengguna anggarait/kuasa penggguna anggaran.
(2) Kuasa BUD menyershkan SP2D yang diterbitkan untuk kepetluan
pembayaran langsuny kepada pihak ketiga.
Pasal 201

Dokumen yang diganabawm kuasa BUD dalam menatausahakag SP2D
mencakup:

a. register SP2D;
b. register surat penolokan penerbitan SP2D; dan

¢. buku kas penerimaun lan pengeluaran

Paragraf 3
Pertanggungjawabae Penggunaan Dana
Pasal 202
(1) Bendahara peniseluaran secara administratif wajib

mempertangeungjawabkan  penggunaan uang persediaan/ganti  uang
persediaan/iambah vang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK-
SKPD paling lamba! tanggal 10 bulan berikutnya.

(2) Sistemt dan prosedur penatausabaan pertanggungjawaban bendaharan
pengeluaran diatavr dalam peraturan bupati diatur dalam
peraturan bupati tciiing system dan prosedur penatausazhaan dan akutansi,
pelaporan dan perta.osungjawaban keuangan daerah,

(3} Bendahara pengelviran pada SKPD wajib memperianggungjawabkan
secara fungeional atus pengelolaan vang yang menjadi tanggung jawabnyza
dengan menyammuikan laporan pertanggungjawaban pengetuaran kepada
PPKD sclaku BUD p:ling lambat tanggal 10 bular berikutnya.

(4) Penyampaian pe:lasggungjawaban bendahara pengeluaran  secara
fungsional sebagaimuna dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan setelah
diterbitkan swrat |ingesahan pertanggungjawaban pengeiuaran oleh
pengguna anggaryuisa pengguna anggaran,
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Pasal 203

Dalam melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban yang
disampaikan, PPK-SKPD berkewajiban:

a.

(1)

(2)

(3)

@

&)

(7

(D

2

meneliti  kelengkapan dokumen Ilaporan pertanggungiawaban dan
keabsahan bukti-bukii pengeluaran yang dilampirkan;

menguji kebenaran perhitungan atas pengeluaran per rincian obyek yang
tercantum dalam ringkasan per rincian obyek;

menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran per rincian
obyek: dan

menguji kebeparan sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode
sebelumnya.

Pasal 204

Bendahara pengeluaran  pembantu  dapat  dihnjuk berdasarkan
pertimbangan tingk::in daerah, besaran SKPD, besaran jumlah vang yang
dikelola, baban kerjs, lokasi, kompetensi dan/atan rentang kendali dan
pertimbangan cbyekif lainnya.

Sistemn dan prosedur penatausahaan pertanggungjawaban bendaharan
pengeluaran pemb:irtu diatur dalam peraturan bupati tentang sistem dan
prosedur penatausahoin dan alutansi, pelaporan dan pertanggsungiawaban
kevangan daerah.

Bendahara pengeluurin pembantn wajib menyelenggarakan penatausahaan
terhadap selurub pengeluaran vang menjadi tangpung jawabnya.

Bendahara pengel::ran pembantu dalam melakukan penatausahaan
schagaimana dim:..-ud pada ayat (3) menggunakan bukti pengeluaran
yang sah.

Bendahara pengcluaran  pembanty  wajib  menyampaikan  laporan
pertanggungjawabu pengeluaran kepada bendahara pengeluaran paling
lambat tanggal 5 buin berikutnya.

Bendahara pengeli: vun melakvkan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggun. jawaban pengeluaran.

'asal 205

Pengguna anggaror " uasa pengguna angparan melakukan pemeriksaan kas
yang dikelola olv!. bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
sekurang-kurangiy:. | fsatu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Bendahara pencrinaan  dan bendahara pengeluarsn  melakukan
pemeriksaan kas yi::; dikeloia cleh bendahara penerimaan pembantu dan
bendahara pengeluq 1 pembantu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam
3 {tiga) bulan. '
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(3) Pemeriksaan kas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dituangkan dalam berita acara pemeriksaan kas.

"asal 206

Bendahara pengeluaran yang mengeloia belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan
sosial, belanja bagi hosil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan
pembiayaan melakul:an penatausahaan sesuai dengan ketentusn peraturan
perundang-undangan.

Pasal 207

Pengisian dokumen penstiusahaan bendahara pengeluaran dapat menggunakan
aplikasi komputer dan/at.... alat elektronik lainnya,

Pasal 208
Dalam hal bendahara pengsluaran berhalangan, maka:

a. apabila melebihi 3 (iiga) hari sampai sclama-lamanya 1 (satu) bulan,
bendahara pengeluaran tersebut wajib memberikan surat kuasa kepada
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pembayaran dan tugas-tugas
bendahara pengeluaran atas tanggung jawab bendahara pengeivaran yang
bersangkutan dengan diketahui kepala SKPD;

b. apabila melebihi 1 (sat:} bulan sampai selama-lamanya 3 (tiga) bulan, harus
ditunjuk pejabat bend hara pengeluaran dan diadakan betita acara sersh
terima;

¢. apabila bendahara penceluaran sesudah 3 (tiga ) bulan belum Juga dapat
melaksanakan  tugas. maka dianggap yang bersangkutan  telah
mengundurkan diri atau: berhenti dari jabatan sebagai bendahara pengeluaran
dan oleh karena ity scyra diusulkan penggantinya.

Barian Kelima
Penatausahazn Peidlanaan Tugas Pembantuan

*usal 209

(1) Penatausahaan pelu!::anaan pendanaan tugas pembantuan dari provinsi
berpedoman pada peruturan perundang-undangan,

(2} Administrasi penaluusahaan dan  laporan pertangpungjawaban  atas
pelaksanaan dana tug:s pembantuan sebagaimana dimaksnd pada ayat (1),
dilakukan secara tci:isah dari administrasi penatausahaan dan laporan
pertanggungjawaban .claksanaan APBD, :
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SARXI
AKUNTANS] KEUANGAN DAERAH

Bugian Kesatu
Sisteon Akuntansi

*agal 210

(1} Entitas pelaporan Jun entitas akuntansi menyelenggarakan sistem
akuntansi pemeriniahin daerah.

(2) Sistern akuntansi peni.-iulahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan poraturan Kepala Daersh yang mengacu pada peraiuran
dasrah ini.

(3) Sistem akuntansi pemevintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
melipwtl serangk:i:: prosedur mulai dari proses pengnmpulan data,
pencatatan, pengil:iisaran, sampal dengan pelaporan keuangan dalam
rangka pertangpung’wvaban pelaksanaan APBD vang dapat dilakukan
secara manual alu :: pgunakan aplikasi komputer.

{4) Proses sebagaimana dimaksud pada ayat {3) didokumentasikan dalam

bentuk bukm jurnii cun bukm besar, dan apabila diperlukan ditambah
dengan buku besur - nbantu.

(3) Dalam rangka . @ vgungjawaban pelaksanaan APBD schagaimana
dimaksud pada avet 3), entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
yang neliputi:

a. lapﬂran realiso-i A ran;
b. neraca;

¢. laporan arus kos: . !in

d. catatan atas la;orin kenangan,

(6} Dalam rangka :- - pggungjawsban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada . 3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
yang meliputi;

a. laporan realisqs soggaran;
b. neraca; dan

. catatan atas ln:: - - kenangan.

asal 211
(1) Sistem akuntansi = .crintahan daerah sekarang-kurangnya meliputi:

a. progedur akuni- - enerimaan kas:
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b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
¢. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
d. prosedur aknntansi selain kas.

(2) Sistem akuntansi pemterintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun dengan l.orpedeman pada prinsip pengendalian intern sesuai
dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang pengendaiian internal
dan peraturan pencrintah tentang standar aknntansi pemerintahan.

Pasal 212

(1) Sistem akuntansj pomerintahan dagrah ditaksanakan oleh PPKD,

(2} Sistem akuntansi $KPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

e - (3) PPK-8KPD sebagiimana dimaksud pada ayat (2} mengkoordinasikan

pelaksanaan sistern dan prosedur penatansshaan bendzhara penerimaarn
dan bendahara peneluaran.

Pasal 213

(1) Kode rekening untuk. menyusun neraca terdiri dari kode akun aset, kode
akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana,

(2) Kode rekening uniuk menyusun laporan realisasi anggaran terdiri dari
kode akun pendapatan, kode akun belanja, dan kode akun pembiayaan.

(3) Kode rekening set pgaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2} disusun
dengan  memperhatikan  kepentingan penyusunan laporan statistik
keuangan daerab/ncgara dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 214
(1) Semna transaksi dan/atan kejadian keuangan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan  pemerintahan  dacrah  dicatat pada bukn jumal
berdasarkan bukt; 1ransaksi yang sah,
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
kronologis sesuai dengan terjadinya transaksi dan/atan kejadian keuanpan.
Pasal 215
(1) Transaksi atav kejadian keuangan yang telah dicatat dalam buku jurnal
scbagaimana dimuksud dalam Pasal 214 avat (1) selanjulnya secara

periodik diposting ke dalam buku besar sesnai dengan rekening berkenaan.

(2) Buku besar sebagnimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dan diringkas
pada setiap akhir periode sesuai dengan kebutuhan.




T

(3)

(1)

(2}

(L)

@

(3)

)

(5}

(6)

@)

(1)
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Sallo akhir setiap periode dipindahkan menjadi saldo awal periode
berikutnya.

Pasal 216

Buku besar dapat dilengkapi dengan buku besar pembantu sebagai alat uji
silang dan kelengkapan informasi rekening tertentu.

Buku besar pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rincian
akun yang telah dicatat dalam buku besar.

Lagian Kedua
Kehijakan Akuntansi

Pasal 217

Kepala Daerah menetapkan peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan
akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar skuntansi
pemerintahan.

Kebijakan akuntansi sebagaﬁna:m dimaksud pada ayat (1) merpakan
dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanjs, dan pembiayaan serta laporan keuangan.

Peraturan Kepaia Daerah sebagaimana dinvaksud pada ayat (1) sekurang-
kurangnya memual:

a. definisi, pengal-uan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam
laporan keuangan;

b. prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.

Dalam pengakuan dan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
buraf a juga mcncakup kebijakan mengenai harga perolehan dan
kapitalisasi aset.

Kebijakan harga perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas yang dibayarkan
terdiri dari belanja modal, belanja administrasi pembelian/pembangunan,
belanja pengiriman, pajak, dan nilai wajar imbalan lainnya yang
dibayarkan sebagai komponen harga perolehan aset tetap.

Kebijakan kapitalisasi aset sebagaiména dimaksud pada ayat {4)
merupakan pengakuan terhadap jumlah kas/setara kas dan nilai wajar
imbalan lainnya yang dibayarkan sebagai penambah nilai aset tetap.

Ikhtisar kebijakan «kuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran
dimuat dalam catzt:n atas laporan kevangan tahun anggaran berkenaan.

Pazal 218

Pemerintah dacrab sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan
pemerintah daerah.
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(2} Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
SKPD yang disampaikan kepada PPKD} untuk digabung menjadi laperan
keuangan pemerintoh daerah,

(3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan
BLUD yang disamaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan
keuangan pemeriniah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

{4) Kepala BLUD scbugai entitas pelaporan menyusun laporan kenangan

BLUD yang disunpaikan kepada Kepala Daerah dan diaudit oleh
pemeriksa ekstern sesuai dengan peratiuran perundang-undangan,

itngian Ketiga
Akuntansi Keuangan Daerak pada SKPD

{*aragraf 1
Prosedur Akonti:r:si Penerimaan Kas pada SKPD

Pasal 219
Progedur skuntansi per:rimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai dari peacatatan, pengikhiisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan pescrimaan  kas dalam  rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD y::.2 dapat dilakukan secara manual atan menggunakan
aplikasi kommuer,

Pasal 220

(1) Bukti transaksi ya-y digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
sebagaimana dimui:<nd dalam Pasal 219 mencakup:

a. surattanda buk i pembayaran;
b. STS;

¢. bulkti transfer; Jlan

d. nota kredit ban':.

(2) Bukti transaksi se’xigaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi
dengan: '

a. surat ketetapan pajak daerah (SKP-Dagrah); dan/atau
b. BKR; dan/atau

c. bukti transaks. henerimaan kas lainnya,

Pasal 221

Prosedur akuntansi pe:comaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219
dilaksanakan olch PPK.-SKPD.
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Pasal 222
{1) PPK-SKPD} berdazirkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalam Pu-al 220 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
Jurnsl penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
penerimaan kas berkenaan.

(2) Secara periﬁdik jurnal atas transaksi pencrimaan kas diposting ke datam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir period. semua buku besar scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sebagai uasar penyusunan laporan kenangan SKPD,

Paragraf 2
Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas pada SKPD

Pasal 223
(1) Prosedur alumtansi pengeinaran kas pada SKPD meliputi serangkaian
proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan
kenangan yang berkaitan dengan penpeluaran Xas dalam rangka
pertanggungjawabi: pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara
manual ataw mengg . nakan aplikasi komputer.

(2) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) melipuiti:

a. sub prosedur akuitansi pengeluaran kas-langsung; dan
b. sub prosedur aku:iansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti vang
persediaan/tambiian vang persediaan.
Pasal 224

(1) Bukti transaksi yai: digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
sebagaimana dimak- ud dalam Pasal 223 ayat {1) mencakup:

a. SP2D:; atau
b. nota debet bank; ztau
¢, bukti transaksi penzeluaran kas lainnya.
(2) Bukti transaksi sebayvaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. SPM; dan/atau
b. SPD; dan/atau

c. kuitansi pembay:in dan bukti tanda terima barang/jasa.
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Pasal 225

Prosedur akmntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 223
ayat (1) dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 226
(1} PPEK-SKPD betdasarkan buldi transaksi pengeluaran kas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku

Jumat pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal
pengeluaran kas berkenaan.

{(2) Secara periedik jumal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.
{3) Setiap akhir pericde semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPT).
Paragraf 3
Prosedur Akuntensi Aset pada SKPD
Pasal 227
(1} Prosedur akuntansi aset pads SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan
akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi,
dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD.
(2) Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
{3) Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi
salah satn kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan
fungsi, meningkatkan efisiensi dan/atan menambah masa manfaat.

(4) Perubahan klasifikasi aset tctap sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.

(5) Penyusutan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyesuaian
nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset
tetap.

Pasal 228

(1) Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan ditakukan
penynsutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaainya.

{2) Metode penyusutan yang dapat digunakan antara lain:
a. metode garis lurus,
b. metode saldo memmun ganda; dan

¢. metode unit produksi.
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(3) Metode garis hurus sebagaimana dimaksud pada avat (2) humf 2,
merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan
kapasitas dan manfaat aset tetap yang sama setiap periode sepanjang umur
ekonomis aset tetap berkenaan.

{4) Metode saldo menurun ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan penyesualan nilai aset tetap dengan membebankan penurunan
kapasitas dan manfaat aset tetap yang lebih besar pada periode awal
pemanfaatan aset dibandingkan dengan periode akhir sepanjang umur
ckonomis aset tetap berkenaan,

(5) Metode unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
merupakan penyesuaian nilai aset tetap dengan membebankan penurunan
kapasitas dan manfaat aset tetap berdasarkan wnit produksi yang dihasilkan
dari aset tetap berkenaan.

(6) Penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi
berpedoman pada peraturan penmdang-undangan.

Pasal 229

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1) berupa bukti memorial dilatupiri dengan:

a. berita acara penerimaan barang;
b. berita acara serah terima barang; dan

¢. berita acara penyelesaian pekeriaan,

Pasal 230

Prosedur akuntansi aset sebapaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (1)
dilaksanakan oleh PPK-SKPI} serta pejabat pengurus dan penyimpan barang
SKPD.

Pasal 231

(1} PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 229 membuat bukti memorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayai {1) sekurang-kurangnya
memuat informast mengenai jenismama aset tetap, kode rekening,
klasifikasi asei tetap, nilai aset tetap, tanggal transaks dan/atau kejadian.

(3) Bukt: memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam buku
jurnal umuom.

{4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.,
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(5) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4} ditutup sebagai dasar penyusunan laporan kevangan SKFD.

Paragraf 4
Prosedor Akuntansi Selain Kas pada SKPD

Pagal 232

{1} Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkalan proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

{2) Prosedur akuntansi selain kas scbagaimana dimaksnd pada ayat (1)
mencakup:

a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPJ);
b. koreksi kesalahan pencatatan,;

¢. pensrimaan/pengelnaran hibah selain kag;

4 pembelian secara kredit;

. retur pembeldian kredit;

f. pemindahtanganan atas aset fefap/barang milik daerah tanpa konsekuensi
kas: dan

g. penerimaan aset tetap/barang milik daerah tanpa konsckuensi kas.

{(3) Pengesahan  pertanggungjawsban  pengelzaran  (pengesahan  SPI)
sebacaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pengesahan atas
pengeluaran/belanja  tnelalui mekanisme uvang persedizan/panti uang
persediaan/tambaban uang persediaan.

(4) Koreksi kesalahan pencatatan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
merupakan koreksi terhadap kesalahan dalam membuat jurnal dan telah
diposting ke buku besar.

(5} Penerimaan/pengeluaran hibah selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf ¢, adalah penerimaan/pengeluaran sumber ekonomi non kas yang
merupakan pelaksanaan APBD yang mengandung konsekuensi ekonomi

bagi pemerintah dzerah.

{(6) Pembelian secara kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,
metupakan transaksi pembelian aset tetap yang pembayarannya dilakukan
dimasa yang akan datang.

{7) Retur pembelian kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  huruf e,
merupakan pengembalian aset tetap yang telah dibeli secara kredit.
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(8} Pemindahtanganan atas aset tetap tanpa konsckuensi kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} huruf f, merupakan pemindahtanganan aset tetap
pada pibak ketiga karena snatu hal tanpa ada penggantian berupa kas.

(9) Penerimazn aset tetap tanpa konsekuensi kas sebagaimana dimaksud pada
ayat {2) huruf g, merupakan perolehan aset tetap akibat adanya tukar
menukar fruisiaag) dengan pihak ketiga.

Pasal 233

Bukti transaksi vang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas

sebagaimana ditnaksud dalam Pasal 232 ayat (1), berupa bukti memorial yang

dilampiri dengan:

a. pengesahan pertanggungjawaban pengeluaran (pengesahan SPI);

b. berita acara penerimaan barang;

¢. surat keputusan penghapusan barang;

d. surat pengiriman barang;

e, surat keputnsan mutasi barang {(antar SKPD);

f. berita acara pemusnahan barang;

g. berita acars serah terima barang; dan

h. berita acara penilaian.

Pagal 234
Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (1),
dilaksanakan oleh PPEK-SKFPTI).

Pasal 235

(1) PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian scbagaimana
dirnaksud dalam Pasal 233, membuat bukti memorial.

{2) Bukti memerial sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai tangpal transaksi dan/atan kejadian, kode
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan yjumlah rupiah.

(3) Bukti memerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat ke dalam

buku jurnal urnum.

{4) Secara penodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting
ke dalam buku besar rekening berkenasn.

(5) Setiap akhir pericde semua buku besar sebagaimana dimaksud pada avat
{4), ditutup sebagai dasar penyusnnan laporan keuangan SKPD.
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Paragraf 5
Lar«ran Keuangan pada SKPD

Pasal 236

(1) SKPD menyv<un dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
secara period: : yang meliputi:

a. laporan ren' sasi anggaran SKPD:;
b. neraca SK1°:3; dan
¢. catatan at:s laporan keuangan SKPD.
(2) Laporan pert:1ggungjawaban pelaksanaan APBD s¢bagaimanz dimaksud

pada ayat (1 Jisusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah
yang mengat! - tentang standar akuntansi pemerintahan.

Bagian Keempat
Akuntar«i Kenangan Daerah pada SKPKD

Paragraf 1
Prosedur Al ntansi Penerimaan Kas pada SKPKD

Pasal 237
Prosedur akuntaisi pengrimaan kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari penca' tan, pengikhtisaran, satnpai dengan pelaporan kevangan yang
berkaitan depg. ' penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan AI') D yang dapat dilakukan secara manual atan menggunakan
aplikasi komputer,

Pasal 238

(1) Bukti transal-<i yang digunakan dalam prosedur akuntansi peperimaan kas
sebagaimans - iimaksud dalam Pasal 237, mencakup:

a. bukti frans/er;
b. nota kredit bank; dan
¢. Surat perintah pemindahbukuan.
(2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat tand: setoran (8STS);
b. surat kete1: pan pajak dacrah (SKP-Daerah);

¢. surat ketet: pan retribusi (SKR);
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d. laporan penerimaan kas dari bendahara penerimasn; dan
e. bukti trapsuksi penerimaan kas lainnya.
Pasal 239

Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
237 ditaksan:kan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD,

Pasal 240
(1) Fungsi alantansi berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas sebagaimana
dimaksud dalarn Pasal 238 ayat (1) melakukan pencatatan ke dalam buku
jurnal penerirmaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal

penerimaan k13 berkenaan.

{2) Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam
bulku besar rekening berkenaan.

{3) Setiap akhir periode semua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditutup sc":gai dasar penyusunan laporan kevangan SKPKD.
Paragraf 2
Prosedur Akvatansi Pengeluaran Kas pada SKPKD
Pasai 241
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencalatan, pangikhtisaran, sampai dengan pelaporan kenangan yang
berkaitan dengsn pengelnarun kas dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan AP'D yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan
aplikasi komputer.
Pasal 242

(1) Bukti transak«i yang digui:kan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas
schagaimana .'imaksud dalam Pasat 241 mencakup:

a. surat perintah pencairan Jdana {SP2D); atau
b. nota debet bank,
(2) Bukti transal-si sebagaimar:s dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
a. surat penvodiaan dana (SFD);
b. surat perintah membayar (SPM);
¢. laporan pengeluaran kas Jart bendahara pengeluaran; dan

d. kuitansi p.:mbayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
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Pasal 243
Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241
merupakan fungsi akuntansi SKPKD.
Pasal 244
{1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas
sebagaimana dimaksud dutam Pasal 242 ayat (1) melakukan pencatatan ke
dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-

lawan asal pengeluaran kas berkenaan,

(2) Secara periodik jurnal at:s transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam
buku besar rekening berkenaan.

(3) Setiap akhir periode semua bukn besar scbagaimana dimaksud pada ayat
{2) ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPKD.
Parauraf 3
Prosedur Akuntausi Aset pada SKPKD
Pas:l 245
(1) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD meliputi serangkaian proses
pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan,
rehabilitasi, penghapusar. pemindahtanganan, perubahan klasifikasi, dan
penyusutan terhadap ascl tetap yang dikuasai/digunakan SKPKD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(2) Prosedur akuntansi aset pada SKPKD digunakan sebagai alat pengendali
dalam pengelolaan aset yang diknasai/digunakan SKPD dan/atau SKPKD.
Paszul 246

Bukti transaksi yang digunal.an dalam prosedur aluntansi aset sebagaimana
dirnaksud dalam Puisal 245 be apa bukti memorial dilampiri dengan:

a. berita acara penerimaan horang;

b. surat keputusan pengha)ri<an barang;

¢. surat keputusan mutasi be:nng (antar SKPIY;
d. berita acara pemusnzahan burang;

e. berita acara serah terima borang;

f. berita acara penilaian; dun

g. berita acara penvelesaian ~-kerjaan.
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Pazal 247
Prosedur akuntansi aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245, dilaksanakan
oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 248

(1) Fungsi akuntansi SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246, membuat bukti mermorial.

(2) Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat {1), sekurang-kurangnya
memuat  informasi mengenai jenis/nama aset tetap, kode rekening,
klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tangpal transaksi dan/atau kejadian.

(3} Bukti memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat ke dalam
buku junal umum,

(4) Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir periode semma buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), ditutup sebagai dasar penyusunan laporan kenangan SKPKD.

Paragraf 4
Prosedur Akuntansi Selain Kas pada SKPKD

Pasal 249
(1} Prosedur akuntansi selain kas pada SKPKD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat
dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer,

(2) Prosedur akuntansi selain kas secbagaimana dimaksud pada ayat (1)
mencakup:

a. koreksi kesalahan pembukuan;

b. penyesuaian tethadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan
keuangan pada akhir tahun;

¢. reklasifikasi belanja modal menjadi aset tetap; dan

d. reklasifikasi akibat koreksi yvang ditemukan dikemudian hari.

Pasal 250

Bukti transaksi yang digunskan dalam prosedur akuntansi selain kas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) berupa bukii memorial
dilampiri dengan:
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4. berita acara penerimaan barang;

b. surat keputusan penghapusan barang;

¢. surat keputusan mutasi barang (antar SKPD);
d. berita acara permusnahan barang;

e. berita acara serah terima barang,

f. berita acara penilaran; dan

£. berita acara penyelesaian pekerjaan.

Pasal 251

Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1)
dilaksanakan oleh fimgsi akuntansi pada SKPKD.

Pasal 252

(1) Fungsi  akuntansi  berdasarkan bukti transaksi danfatau kejadian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 membuat bukti memorial,

{2) Bukii memorial sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sekurang-kurangnya
memuat informasi mengenai tangpal transaksi dan/atau kejadian, kode
rekening, uraian transaksi dan/atau kejadian, dan jurnlah rupiah.

(3) Bukti memorial sebagairnana dimaksud pada ayat (1) dicatat ke dalam bukn
jurnzl wnum.

(4} Secara periodik jurnal atag transaksi dan/atau kejadian selain kas diposting
ke dalam buku besar rekening berkenaan.

(5) Setiap akhir pericde sernua buku besar sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditutup scbagai dasar penynsunan laporan keuangan SKPKD,

Paragraf 5
Laporan Keuangan pada SKPKD

Pasgal 253

(1) Kepala SKPKD menyusun dan melaporkan laporan arus kas secara
periodik kepada Kepala Daerah.

(2) Laporan ams kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan
disajiken sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur fentang
standar akuntansi peraerintahan.




BAB XII
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belania

Pasal 254

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama angparan
pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang
menjadi tanggung jawabnya.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan prognosis
untuk & (enam) bulan berikutnya.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disiapkan oleh PPK-SKPD
dan disampakan kepada pejabat pengguna anggaran untuk ditetapkan
sebagai laporan realisasi semesfer pertama anggaran pendapatan dan
belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya paling lama
7 (tyjub} hari kerja sctelah semester pertama tabun anggaran berkenaan
berakhir.

{4) Pejabat pengmuma anggaran menvampaikan laporan realisasi semester
periama anggaran pendapatan dan belanja SKPI) serta prognosis untuk 6
{enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada avat (3) kepada
PPKI) sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
paling lama iG (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama tahun
anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 255

PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dengan cara
menggabungkan seluruvh laporan realisasi semester pertama anggaran
pendapatan dan belanja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 ayat (4)
paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun snggaran berkenaan dan
disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
kenangan daerah.

Pasal 256

Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan
berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255 disampaikan kepada
Kepala Daerah paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran
berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 {enam) bulan berikutnya.

Pasal 257
Laporan realisast semester pertama APBI)Y dan prognosis untuk 6 {enam) bulan

berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 256 disampaikan kepada
DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenasn.
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Bagian Kedua
Laporan Tahunan

Pasal 258

(1) PPK-SKPD menyiapkan laporan keuvangan SKPD tzhun anggaran
berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD untuk ditetapkan sebagai
laperan pertanggnngjawaban pelaksanaan anggaran SKPD.

(2) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada PPKD secbagai dasar penyusunan laperan keuangan pemerintah
daerah. '

Pasal 259

(1) Laperan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pagal 258 ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah melaiui PPKD paling lambat 2 (dua)
bulan setelah tahun anggearan berakhir.

(2) Laporan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh

pejabat pengguna anggaran sebagai hasil pelaksanasn anggaran vang
berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

{3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. neraca; dan
¢. catatan atas laporan keuangan.

(4) Lapotan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan surat permyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang
menjadi  tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,

Pagal 260

(1) PPKD menyusun laporan keuvangan pemerintah daerah dengan cara
menggabungkan laporan-laporan kevangan SKPD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 259 ayat (3} paling larbat 3 {tiga) bulan setelah berakhirnya
tahun anggaran berkenaan.

{2) Laporan kevangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Kepala Daerah mglalui sekretaris daerah selakn
keordinator pengelelaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

{3) Laporan kenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. laperan realisasi anggaran;

b. neraca;
¢. laporan arus kas; dan
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d. catatan atas laporan kevangan.

(4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan
disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur fentang
standar akuntansi pemerintahan.

{5) Laporan kevangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keusngan
BUMD/perusahaan daerah.

(6) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala
Daerah daxn laporan kinerja interim di lingkungan pemerintah daerah.

(7} Penyusunan laporan kinerja interim sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
laporan kinerja interin di lingkungan pemerintah daerah.

(8) Laporan keuangan pemerintah daerah scbagaimana dimaksud pada ayvat (1)
dilampiri dengan surat pernyataan Kepala Daerah yang menyatakan
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah disclenggarakan
berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan
peraturan perundangundangan.

Pasal 261

(1) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
260 ayat (2) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Badan Pemeriksa
Keunangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Laporan Kevangan pemerintah dacrah sebelum disampaikan oleh Kepala
Dagrah kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan review
cleh aparat pengawasan intern pamerintah pada permerintzh daersh.

(3) Kepala Daerah memberikan tanggapan dan telakukan penyesuaian
terhadap laporan kevangan pemerintgh daerah ' berdasarkan  hasil
pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga
Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 262

(1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan dacrah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

(2) Rancangan peraturan daerab tentang pertangpungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuai laporan keuvangan
yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan
atag laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinetrja vang telah
diperiksa BPK dan ikbtisar japoran keuangan badan usasha milik
daerah/perusahaan daerah.
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FPasal 263

(1} Apabila sampai batas waktu 2 (dua} bulan setelah penyampaian laporan
kevangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 ayat (1), BPK belum
menyampaikan hasil pemeriksean, Kepala Daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah teniang pertanggungjawaban pelaksanasn
APBD kepada DPRD.

(2) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas
laporan keuangan, dan laporan kinerja yang isinya sama dengan yang
disampaikan kepada BPK.

Pasal 264

(1) Rancangan peraturan daerah fentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (1) dirinci dalam
Tancangan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

" pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. '

(2) Rancangan peraturan Kepala Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilengkapi dengan lampiran terdiri dari:

a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
b. penjabaran laporan realisasi anggaran;
Pasal 265

(1) Agenda  pembahasan  rancangan  perahuan  daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksansan APBD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 263 ayat (1) ditentukan oieh DPRD sesuai dengan peraturan tata
tertib DPRI).

(2} Persetujuan  bersama terhadap rancangan peraturan daersh tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD cleh DPRD paling Jatna 1 (satu)
bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.

Pasal 266
{1} Laporan keuangan pemerintah dasrah wajib dipublikasikan,
(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah iaporan

kevangan yang telah diaudit oleh BPK dan telah diundangkan dalam
lembaran daerah.
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Bagian Keempat
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
teniang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBD dan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 267

(1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan Kepala
Dagrah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga} hari kerja
disampaikan kepada gubernur untuk dievaluoasi.

(2) Apabila gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggnngjawaban pelaksanaan APRD
sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundane-
undangan yang lebib tinggi, Kepala Daerah menetapkan rancangan
dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan Kepala Dacrah.

(3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan dasrah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan
vang lebih finggi, Kepala Daerah bersama DPRD  melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
hasil evaluasi.

{4) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat {3)
dilakukan Kepala Daerah dan/atau TAPD bersama dengan panitia anggaran
DPRD.

(5) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pimpinan DPRD dengan Keputusan pimpinan DPRD.

(6) Keputusar pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan
dasar penetapan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

(7) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat
final dan dilaporkan pada sidang paripuma berikutnya,

(8) Sidang paripurna berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) vakni
setelah sidang paripurna pengambilan keputusan bersama terhadap

rancangan peratwran daerah tentang pertanggungijawaban pelaksanaan
APBD.

(9) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {5)
disampaikan kepada gubemur paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah
keputusan tersebut ditetapkan,

{10) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap, penandatanganan keputusan
pimpinan DPRD dilakukan oleh pimpinan sementara DPRD,




BAB XIII

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(1)

2)

Pasal 268

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah

tentang APBI.

Penpawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan pemeriksaan

fetapt pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 269
Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketemtuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 270
(1) Dalam rangka meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas

(2)

(3)

)

pengelofaan keusngan dacrah, Kepala Daerah mengany dan
menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan
daerah vang dipimpinnya.

Pengendalian intermn sebagaimana dimeksud pada ayat {I) merupakan
praoses vang dirancang untuk memberikan keyvakinan vang memadai
mengenal pencapaian tujnan pemerintah daerah yang tercermin dari
keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitazs pelaksanaan
program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat {2) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut;

a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;

b. terselengoaranya penilaian risiko;

¢. terselenggaranya aktivitas pengendalian,

d. terselenggaranya sistem informasi dan kormunikasi; dan

e. terselenggaranya kegiatan pemantavan pengendalian,

Penyelenggaraan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berpzdoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 271

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan
oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
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BAB XIV
KERUGIAN DAERAH

Pasal 272

Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum
atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melealaikan kewajiban yang
dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib
mengganti kerugian tersebut.

Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, sstelah
mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat
perbuatan dari pihak macapun,

Pasal 273

Kerugian daerzh wajib dilaporkan oleh atasan langsung atan kepala SKPD
kepada Kepala Daernh dan diberitahukan kepada BPK paling lama 7
(tajuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.

Segera setelah kerugian daerah tersebuf diketahui, kepada bendahara,
pegawai negeri sipil bukan bendahara, atan pejabat lain yang nyata-nyata
melanggar bukum atan melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 272 segera dimintakan surat pemyataan kesanggupan dan/atau
pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanppung jawabnya dan
bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.

Jika surat keterangan ianggung jawab mutlak tidak mungkin dipercleh
atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Kepala Dacrah
segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian
sementara kepada yang bersangkutan. '

Pasal 274

Dalam hal bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendzhara, atau pejabat
lain vang dikenai tunfutsn ganti kerugian daerah berada dalam
pengampuan, melarikan diri, atan meninggal dunia, penuntutan dan
penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/vang memperoleh
hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya,
vang berasal dari bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau
pejabat lain yang bersangkutan.

Tanggung jawab pengampw/yang memperoleh hak/ahli waris untuk
membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menjadi hapus apabila dalam waktu 3 {tiga) tabun sejsk keputusan
pengadilan vang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai
negeri sipi} bukan bendahara, atau pejabat {ain yang bersangkutan, atau
sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang
bersangkntan  diketahui melarikan  diri  atau  meninggal  dunia,
pengampn/yang mempercleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat
yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.
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Pazal 275

{I) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam
peraturan daersh ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan nilik
dacrah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri gipil
bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam
penyelenggaraan tugas pemerintahan.

(2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalamn peraturan dacrah  ini
berlaku pula untuk pengelola perusshaan daerah dan badan-badan lain
yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan dacrah, sepanjang tidak
diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 276

(1) Bendahara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, dan pejabat lain yang
telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenal sanksi
administratif dan/atau sapksi pidana sesual dengan ketentuan peraturan
rerundang-undangan.

{2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri
sipil bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan vang
bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 277

Kewajiban bendabara, pegawai negeri sipil bukan bendahara, atau pejabat lain
untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima)
tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun
sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugj terhadap yang
bersangkutan.

Pasal 278

{lI) Pengenaan ganti kerugian dasrah terhadap bendahara ditetapkan ole¢h
BPK.

(2) Pengenmaan panti kerugian daerah terhadap pegawai negeri sipil bukan
bendahara ditetapkan oleh Kepala Daerah,
Pasal 279

Tata cara funtutan ganti rugi kerugian daerah berpedoman pada peraturan
perundang-nndangan,

BABXV
PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 280
(1} Kepala Daerah dapat menetapkan SKPD atau unit kerja pada SKPD vang

fugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan
pelayanan umum.
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(2) Pevetapan SKPD atan wnit kerja pada SKPD pelayapan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat {1), bempedoman pada peraturan
perundang-undangan,

Pasal 251

Dalam menyelenggarakan pelayanan umum kepada masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1), SKPD atau unit kerja pada SKPD yang
menerapkan PPK-BLUD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 282

Pola pengelolasn kenangan BLUD berpedeman pada peraiuran perundang-
undangan.

BAB XVI
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 283

(1) Barang milik daerah meliputi:
8. barang yang dibeli atau diperoieh atas beban APBD:
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah,
{(2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
. barang yang diperoleh dari hibab/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
G. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-
undang; atau
d. barang yang dipercleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukwm tetap.

Pasal 284

Pengelolaan barang milik daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam
Negeri yang mengatur mengenai pengelolaan barang mifik daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 285

Sebelum dibentuknya Satnan Kerja Pengelola Ksuangan Dasrah (SKPKD)
berdasarkan Peraturan Daerab ini, maka tugas dan fungsi Pejabat Pengelolaan
Keuangan Daersh (PPKD) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Keuangan
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur, Kepala Dinas Pendapatean
Kabupaten Kutai Timur dan Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Timur.
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BAB XYIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 286

Pelaksanaan darl Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Kepala Dacrah.

Pasal 287

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 288

Hal-hal vang belum diatar dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati dan/atan Keputusan Bupati.

Pasal 289
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Kutai Timur.
Ditetaplkan di Sangatta
Pada tanggal 29 Fuli 2009
BUPATI KUTAI TIMUR,
Ttd
H. [SRAN NOOR
Diundan di Sangatta
pada tang 9 Juli 2009
SEXRET DAERAH.
!
H. SJAFRUI}DI{ACHM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 7
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

L. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Dacrah sebagaimana ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomer 32 Talwn 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, yang ditkuti dengan perimbangan keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pnsat dan
Pemerintahan Daerah timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilal dengan uang sehinggea
perlu dikelela dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan kenangan daerah
merupakan subsistem dari sistermn pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok
dalam penyclenggaraan pemerintahan daerah.

Pada dasamya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturar daerah ini adalah
dalam rangka melaksanakan ketentnan Pasal 151 ayat (1} Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun
2005 tentang Pengelelzaan Keuangan Daerah dan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Notnor 13 Tabun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubsh dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, serta keinginan
unfuk mengelola keuangan daerah secara efekiif dan efisien. [de dasar tersebut tentunya ingin
dilaksapakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu
transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Penyunsunan peraturan dasrah ini selain mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2065 tentang Pengelolaan Keuangan Daeah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2066 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dasrah sebagaimana telah dinbah
dengan Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 59 Tahun 2007, juga berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nemer 1 Tahun
2004 tentang Perbendaharaan Nepara, Undang Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor
25 Tahon 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi keluasaan
pengelolaan keuangan daerah, azas umum dan struktur APBD, penyusunan rancangan APBD,
penetapan APBD, pelaksanaan APBD, perubahan APBD, pengelolaan kas, penatausahaan
keuangan daerah, akuntansi keuangan daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,
pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, kerugian daerah, dan pengelolaan
keuangan BLUD.

Berkaitan dengan kekuasaan pengelolaan kevangan daerzh tersebut di atas, maka Kepala
Dacrah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan pemerintazhan daerah adalsh juga
pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekussaan tersebut
dilaksanakan oleh kepala safuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola
keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkai daerah selaku pejabat pengguna
anggaran/oarang daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan
kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung jawab, terlaksananya mekanisme checks
and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan
fugas pemerintahan.
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Bahwa Anggaran pendapatan dan belanja dacrah merupakan rencanz kenangan tahunan
pemerintahan daerab yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan
ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan pemetintahan daerah,
maka dalam APBIY tergambar semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelengparaan
pemerintzhan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnys segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daersh dalam kurun waktu satu tahun.
Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah, APBD merupakan instrumen
dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk
tercapainya tujuan bernegara,

II. PASAL DEMI PASAL.

Pagzal 1 :  Cukup jelas.
Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 :  Culaup jelas.
Pasal 4 :  Yang dimaksud dengan keuangan daerah dikelola :

2. secara terttb adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu
dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti admimistrasi yang
dapat dipertanggungjawabkan;

b. taaf pada peraturan perundang-undangan adalah bahwa pengelolaan
keuangan dacrah harus berpedoman pada perairan  perundang-
undangan;

G. efektil merupakan pencapaian hasil program dengan target vang telah
ditetapkan, yaitu dengan cara tmembandingkan keluaran dengan hasil;

d. efisier merupakan pencapaian keluaran yang maksimumn dengan
masukan tertentu atan penggunaan masukan terendah untuk rnencapai
keluaran tertentu;

e. ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas
tertenty pada tingkat harga yang terendah;

f. transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan
masyarakat uniuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
Iuasnya tentang keuangan daerah;

g. bertanggung jawab merupakan perwyjudan kewajiban seseorang untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya
dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

h. keadiian adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
dan/atan keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan
pertimbangan vang obyektif:

i. Kkepatutan adalah tindakan atan suatu sikep yang dilakukan dengan wajar
dan proporsional;




Pasal 5
Pasal &
Pasal 7
Pasal 8
Pasal 9

Pasal 190

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14
Prasal 15
Paszal 16
Pasal 17
Pasal 13
Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21
Pasal 22

Paszal 23

Pagzal 24

Pasal 25
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j. manfaat untuk masyarakat adalah bahwa keuangan dacrah diutamakan
untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Culcup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

¢+ Culup jelas.

Cukup jelas.

. uiang piutang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini adalah sebagai

akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA-SKFL

Dengan adanya ketemtuan tersebut, maka penunjukan kuasa pengguna
anggaran/kuasa pengguna barang tidak harus ditakukan pada setiap SKPD.

Yang dimaksnd dengan pejabat pada unit kerja SKPD adalah pejabat
struktural/fungsional atau jabatan negeri lainnya sesuai  peraturan
perundang-undangan.

: Yang dimaksud dengan pejabat adalah pejabat struktural/fungsional atau

jabatan negeri lainnya sesuai peraturan perundang-undangan,

Cukup jelas

: Cukup jelas

:  Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,

: Cukup jelas.

. yang dimaksud dengan penganggaran secara brute adalah bahwa jumlah

pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang
digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/aian
dikurangi dengan bagian pemerintsh pusat/daerah lain dalam rangka bagl
hasil.

+ Cukup jelas.
+ Cukup jelas.

. Yang dimaksud dengan ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar

dengan kewajiban jangka pendek

:  Cukup jelas.

Culup jelas.




Pasal 26
Pasal 27
Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32
Pasal 33
Pasal 34
Pasal 35
Pasal 36
Pagal 37
Pasal 38

Pasal 39

Pasal 40
Pasatl 41
Pasal 42
Pasal 43
Pasa) 44
Pasal 45
Pasal 46
Pazal 47

Pasal 48
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Cukup jelas.

: Cukup jeias.

Culcup jelas.

: Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh melakukan ikatan yang secara

politis dapat mempengaruhi kebijakan daerah.
Cukup jelas.

Yang dimaksud dengan urnsan wajib adalah yrusan yang sangat mendasar
yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang
wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah,

Yang dimaksud dengan urusan pilthan adalah urusan yang bersifat pilihan
meliputi urnsan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan,
dan potensi keunggulan dacrah, antara lain meliputi kelautan dan perikanan,
pariwisata, industri dan perdagangan.

Cukup jelas.

Culaup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

. Cukup jelas.

Culaup jelas,

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

1 Cukup jelas.
: Cokup jelas.

Cukup jelas,




Pasal 49
Pasal 50
Pasal 51
Pasal 52
Pasal 53
Pasal 54
Pasal 55
Pasal 56
Pasal 57
Pasal 58
Pasal 59
Pasal 60
Pasal 61
Pasal 62

Pazal 63

Pasal 64

Pasal 65

Pasal 66
Pasal 67
Pasal 68
Pasal 69

Pasal 70

Pasal 71
Pasal 72
Pasal 73

Pasal 74

Cukup jelas.

: Cukup ielas.

: Cukup jelas.

Culup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

: LCukup jetas.

: Culap jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cuknp jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.
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: penerimaan lain yang penggunsannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu
seperti pendapatan RSUD , BLUD dan dana darurat.

: Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan
pendapatan daerah dan/atau peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan
masyarakat sertz tidak mengganggu likuiditas kenangan daerah




-

Pasal 75
Pasal 76
Pasal 77
Pasal 78

Pazal 79

Pasal 80
Pazal 81
Pasal 82
Pasal 83
Pasaf 84
Pasal 85
Pasal 86
Pasal 87
Pasal 88
Pasal 89
Pagal 90
Pasal ¢1
Pasal 92
Pasal 93
Pasal 94

Pasal 95

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
¢ Cukup jelas.

Cukup jelas.

Avat{l)

Ayat (2)

Avyat (3)

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.
» Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Culp jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas,
: Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culup jelas,
Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

10%

Yang dimaksud dengan mengacu kepada Rencana Kerja
Pemerintah dalam ketentuan ini adalah uvntuk tercapainya
sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi
penyelenggaraan pemerintzhan berdasarkan asss otonomi
daerah dan tugas pembantuan.

: Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi

perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar
kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana
kerja dan capaian prestasi sebagai tolok ukur kinerja
daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan
mmimal yang ditetapkan olch pemerintah.

Culkup jelas.




Pasal 96
Pasal 97
Pasal 98
Pasal 99
Pasal 100

Pasal 101

Pasal 102
Pasal 103
Pasal 104
Pasat 105
Pasal 106

Pasal 107

Pasal 108

Pasal 109

Pasal 110
Pasal 11]
Pasal 112
Pasal 113
Pazal 114

Pasal 115

Pasal 116

Pasal 117
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Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Bentuk dokumen persetujuan betsama adalah Berita Acara vang

mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Pengelolaan Kevangan Daerah.

Cukup jelas.
Culoup jelas,

Cukup jelas.

; Cukup jelas.
: Cukup jelas.

: evaluasi dalam ketentuan ini bertujuan untuk fercapainya keserasian antara

kebijakan daerah dengan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan
publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD
tidak bertentangan dengan kepentingan wmum, peraturan yang lebih tinggi
dan peraturan daerah lainnya,

Cukup jelas.

: Yang dimaksud dengan ketentwan lainmya antara  lain  sorat

penanjian/kontrak,

: Cukup jelas.

Culap jelas.

Cukup jelas,

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan

peraturan penmdang-undangan, seperti penerimaan Badan Fayanan Umum

Daerah {BLUD)

Cukup jelas.

: Ketentuan inj dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan

peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan Badan Layanan Umum
Dagrah (BLUD)




Pasal 118
Pasal 119
Pasal 120
Pasal 121
Pasal 122
Pasal 123
Pasal 124
Pasal 125
Pasal 126
Pasal 127
Pasal 128
Pasal 129
Pasal 130

Pasal 13]

Pagal 132
Pasal 133
Pasal 134
Pasal 135
Pasal 136
Pasal 137
Pasal 158

Pasal 139

138!

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukuyp relas.

1 Cukup jelas.

Cukup jelas,

: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas, g
: Cukup jelas.

: - pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat berasal dari

pemerintab dan penerusan pinjaman/utang luar negeri.

- pimjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain berupa
pinjamnan antar daerah.

- pimjaman daerah yang bersumber dari lembaga keuangan bukan bank
antara lain dapat berasal dari lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun.

- pinjaman daerzh yang bersumber dari masyarakat dapat berasal dari
orang pribadi dan/atau badan yang melakukan investasi di pasar modal.

Culup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culcup jelas,

Cukup jelas.

. Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.




0

-

Pasal 140
Pasal 141
Pasal 142
Pasal 143
Pasal 144
Pasal 145
Pasal 146
Pasal 147
Pasal 148
Pasal 149
Pasal 150

Pasal 151

Pasal 152
Pasal 153
Pasal 154
Pasal 155
Pasal 156
Pasal 157
Pasal 158
Pasal 159
Pasat 160

Pasal 161

Pazal 162
Pasal 163

Pasal 164

112

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup relas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culcup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.
: Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Culkup jelas,

Cukup jelas.

1 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

: Cukup jeias.

Cukup jelas,

: Cukup jelas.

: Bentuk dokumen persetujuan bersama adalah Berita Acara yang

mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri teniang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.

Culup jelas.

Cukup jelas.

* Yang dimaksud dengan bank yang sehat adalah bank yang dapat

memmelihara tingkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang tentang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia tentanp Sistemn
Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Usurn.




Pasal 191
Pasai 192
Pasal 193
Pasal 194
Pasal 195
Pasal 196
Pasal 197
Pasal {98
Pasal 199
Pasal 200
Pasal 201
Pasal 202
Pasal 203
Pasal 2{4
Pasal 205
Pasal 206
Pasal 207
Pasal 208
Pasal 209
Pasal 210
Pasal 211
Pazal 212
Pasal 213
Pasal 214
Pasal 215
Pasal 216

Pasal 217

Culkup jelas.

Cukup jelas

Cukup jelas.

Culcup jelas,

: Cukup jelas.

Cukup jelas.

Penunjukan pejabat dimaksud ditetapkan dengan Surat Tugas
: Culap jelas.
: Cukup jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

: Cukup jelas,

: Cukup jelas.

Cukup jelas,

Cukup jelas.

: Cukup jelas,
: Cukup jelas.

i Cukup jelas,

Cukup jelas,

Cukmnp jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

: Culap jelas.

: Cukup jelas.
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t Penunjukan pejabat dimaksud ditetapkan dengan Surat Tugas




Pasal 21§
Pasai 219
Pasal 220
Pasal 221
Pasal 222
Pasgaf 223
Pasal 224
Pasal 225
Pasal 226
Pasai 227
Pasal 228
Pasal 229
Pasal 230
Pasal 23]
Pasal 232

Pasal 233

Pasal 234
Pasal 235
Pasal 236
Pasal 237
Pasa] 238
Pasal 239
Pasal 240
Pasal 241
Pasal 242
Pasal 243

Pasal 244

Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Culoap jzlas.
: Cukup jelas,
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Cukup jelas,
: Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Cukup jelas,
: Cukup jelas.
Culaap jelas.

: Cukup jelas.

Cukup jelas.
:  Cukup jeias,
:  Cukup jelas.
1 Culaap jelas.
: Cukup jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Cukup jelas.

Culaip jeias.
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Pasal 245
Pasal 246
Pasal 247
Pasa] 248
Pasal 249
Pasal 250
Pasai 251
Pasal 252
Pasal 253
Pasal 254
Pasal 255
Pasal 256
Pasal 257
Pasal 258
Pasal 259
Pasal 260
Pasal 261
Pasal 262
Pasal 263
Pasal 264
Pasal 265
Pasal 267
Pasal 268
Pasal 269
Pasal 270
Pasal 271
Pazal 272

Pasal 273

Cukup jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Culaup jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas,
: Cukup jelas,
Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukap jelas.
:  Cukup jelas.
Cukup jelas.
:  Cukup jelas.
Cukup jelas,
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
: Cukup jelas.
» Cukup jelas,
Cukup jelas,
Culaap jelas.
: Cukup jelas.
: Cuknp jelas.
Cukup jelas.
: Cukup jelas.
Culaup jelas.
Cukup jelas.

: Cukup jelas.

> Cukup jelas,
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Pasal 274
Pasal 275
Pasal 275
Pasal 277
Pasal 278
Pasal 279
Pazal 280
Pasal 281
Pasal 282
Pasal 283
Pasal 284
Pazal 285
Pasal 286
Pasal 287
Pasal 288

Pasal 289

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas,
Culup jelas.
: Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Culap jelas.
Culaup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas,
: Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup Jelas
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TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 2




